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ABSTRAK 
ANITA MUSLIANA (B111 11 259), Analisis Hukum Terhadap Aktivitas 
Pelayaran Di Kawasan ALKI Ditinjau dari Perspektif UNCLOS 1982 
dan PP No. 37 Tahun 2002. “dibimbing oleh” Prof. Dr. S. M. Noor, S. H., 
M.H. selaku pembimbing I dan Dr. Marcel Hendrapati, S. H., M.H. selaku 
pembimbing II. 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum 
terkait pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah ALKI (Alur 
Laut Kepulauan Indonesia), dan pengelolaan oleh otoritas RI terhadap 
ALKI yang merupakan jalur lalu lintas Internasional. 
Penelitian ini dilaksanakan di beberapa tempat di Kota Makassar, 
yakni di Pangkalan Utama Angkatan Laut VI SULSEL, Direktorat 
Kepolisian Perairan Daerah SULSEL, Perpustakaan Pusat Universitas 
Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa penelitian 
pustaka (Library Research) dan penelitian lapangan (Field 
Research).Selanjutnya data yang diperoleh disajikan secara deskriptif 
kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat 
disimpulkan bahwa: (1) dalam penetapan ALKI, belum ada aturan 
perundang-undangan nasional Indonesia, yang mengatur tentang delik 
ataupun unsur-unsur pelanggaran termasuk sanksi yang dapat 
disangkakan bagi kapal dan pesawat udara yang melanggar dalam hal 
melaksanakan hak lintas Alur Laut Kepulauan. (2) dalam UNCLOS 1982, 
pengelolaan oleh otoritas hanya dilakukan di laut lepas, sementara di 
ALKI dilakukan pengawasan untuk mengamankan wilayah perairan 
negara Republik Indonesia. 
Kata Kunci : Implikasi, Pengelolaan, ALKI 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Bumi kita merupakan planet air atau planet biru, karena 70% dari 
permukaannya terdiri dari laut dan samudra.1 Laut adalah keseluruhan 
rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi. Definisi ini hanya 
bersifat fisik semata. Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air 
laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi.2 
Laut memiliki arti penting bagi kehidupan manusia. Pentingnya laut 
bagi kehidupan manusia sudah dirasakan sejak dahulu kala. Laut 
merupakan jalur lalu lintas yang dapat menghubungkan antar 
negara,antar benua bahkan seluruh penjuru bumi. Selain sebagai jalur lalu 
lintas yang dapat menghubungkan seluruh penjuru bumi, laut juga 
memiliki potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. 
Tidak semua negara memiliki wilayah laut. Wilayah laut hanya 
dimiliki oleh negara yang disebut negara pantai, yaitu negara yang wilayah 
daratannya berbatasan dengan laut maupun negara kepulauan. Wilayah 
laut juga merupakan perbatasan suatu negara dengan negara lain dimana 
penentuan garis batasnya ditentukan melalui perjanjian bilateral atau 
multilateral untuk menentukan batas kedaulatan dan yurisdiksi negara 
                                                          
1Ade Maman Suherman,2004, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, Jakarta: 
Ghalia Indonesia, Hlm. 201. 
2
Boer Mauna, 2005, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam 
Era Dinamika Global, Jakarta: Alumni, Hlm. 305. 
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terhadap wilayah yang berbatasan atau tumpang tindih dengan negara 
tetangga. 
Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 18.108 pulau 
dengan garis pantaiterpanjang kedua di dunia sesudah Kanada. Wilayah 
Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke terdiri dari 1/3 
daratan dan 2/3 lautan dan setelah Indonesia meratifikasi Konvensi 
Hukum Laut PBB (selanjutnya disebut Konvensi 1982) berdasarkan 
Undang-undang No. 17 Tahun 1985,luasnya menjadi 7,9 juta km2 terdiri 
dari 2 juta km2 daratan dan 5,9  juta km2 lautan. 3  Karena Indonesia 
memiliki wilayah laut baik yang tunduk di bawah kedaulatan maupun yang 
tunduk atau berada di bawah hak-hak dan yurisdiksi teritorial. 
Pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan 
pentingnya peranan dari hukum laut internasional, karena hukum seperti 
ini antara lain menetapkan batas-batas kedaulatan negara pantai atau 
negara kepulauan dalam mengelolah dan memanfaatkan wilayah lautnya 
terutama wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan seperti laut 
teritorial dan perairan kepulauan. Di samping itu, hukum laut internasional 
mengatur hak-hak negara lain di wilayah laut negara pantai atau negara 
kepulauan. 
Republik Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui 
Undang-undang No. 17 tahun 1985, tentang pengesahan Konvensi 
Hukum Laut 1982 sehingga Indonesia terikat hak melaksanakan 
                                                          
3Alma Manuputy dkk., 2012, Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tak 
Berpantai dan Negara yang secara Geografis Tak Beruntung di Zona Ekonomi Ekslusif 
Indonesia,  Makassar, Arus Timur, Hlm.1 
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ketentuan-ketentuan konvensi 1982. Oleh karena itu, Indonesia 
mengimplementasikan Konvensi Hukum Laut 1982 atau UU 17 No. 1985 
dengan mengundangkan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan 
Indonesia. Di dalam UU No. 6 Tahun 1996 terdapat pengaturan mengenai 
alur-alur laut kepulauan sebagai bentuk pembatasan terhadap kedaulatan 
RI terhadap alur laut teritorial dan perairan kepulauan, karena alur-alur 
seperti ini dapat digunakan oleh kapal-kapal asing yang melintasi wilayah 
perairan Indonesia. 
Pengaturan alur-alur kepulauan sebagaimana terdapat dalam UU 
No. 6 Tahun 1996 sudah ditindaklanjuti dan diterjemahkan ke dalam suatu 
Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 
tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam 
Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Yang 
Ditetapkan.4 
Pentingnya pengaturan alur-alur laut kepulauan terkait dengan 
kenyataan bahwa lebih dari 80% perdagangan dunia diangkut lewat laut 
dan pelayaran global menjadi tulang punggung perdagangan dunia yang 
terjadi selama ini. Perdagangan dunia menjadi sangat bergantung pada 
kelancaran serta keamanan beberapa selat penting dunia. Peningkatan 
armada kapal yang berlayar melalui Selat Malaka sejak tahun dari 1999 
hingga 2008 saja meningkat sebanyak 74%, bahkan  Kementerian 
Pertahanan memprediksikan akan ada 114.000 kapal yang menggunakan 
                                                          
4 Nuryanto, 2014, Memahami Hukum Laut Indonesia, Jakarta, MitraWacana 
Media, Hlm. 79. 
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SelatMalaka pada tahun 2020. Selat Malaka menduduki peringkat sebagai 
selat tersibuk di dunia. Sedemikian padatnya pelayaran melewati Selat 
Malaka, sehingga banyak yang mengkhawatirkan berbagai dampak 
negatif pengguna jalur pelayaran ini seperti  kemacetan jalur pelayaran 
(traffic congestions) yang berpengaruh pada pembengkakan ongkos 
angkut dan ketidaktepatan pemesanan, tingginya resiko kecelakaan 
seperti tubrukan dan kandasnya kapal akibat sempit dan dangkalnya alur 
di beberapa bagian. Kapal yang melambat juga rawan ancaman 
pembajakan dan kejahatan laut lainnya, pengamanan ekstraketat pun 
harus dilakukan untuk pengamanan kapal saat melintas. Beberapa check 
point wilayah perairan Indonesia yang melewati ALKI I, ALKI II dan ALKI III  
menjadi salah satu jalur  favorit  kapal-kapal dagang dunia yang 
menghindari kesemrawutan (jamming) lalu lintas Selat Malaka. Selain 
memberikan peluang dan keuntungan bagi Indonesia, sekaligus 
memberikan arti strategis Indonesia  dimata dunia yang memegang kunci 
penting dalam lalu lintas perdagangan global. Ratifikasi UNCLOS 1982 
melalui Undang-Undang No. 17 tahun 1985 membawa konsekuensi bagi 
Indonesia untuk melaksanakan amanat berupa hak-hak dan kewajiban 
dalam pengelolaan wilayah perairan Indonesia berdasarkan hukum 
internasional. UNCLOS 1982 sendiri merupakan awal kebangkitan 
kesadaran masyarakat internasional atas pentingnya mengatur dan 
menjaga lingkungan global termasuk lingkungan laut.5 
                                                          
5 Http://Dishidros.go.id/hidrografi/561-membangun-hidrografi-berbasis-ekonomi-
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Alur laut kepulauan adalah alur laut sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 1 butir 8 Undang-undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan 
indonesia6 : 
“Alur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau 
pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan 
pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata 
untuk transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin 
serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan 
laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau 
Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dan bagian laut lepas atau Zona 
Ekonomi Ekslusif Indonesia lainnya.” 
 
Mengenai hak lintas alur laut kepulauan,telah diatur dalam 
UNCLOS 1982,yaitu : 
Pasal 53 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa7: 
Hak lintas alur laut kepulauan (right of archipelagic sea lanes 
passage) 
 
1. Suatu Negara Kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute 
penerbangan di atasnya, yang cocok digunakan untuk lintas 
kapal dan pesawat udara asing yang terus menerus dan 
langsung serta secepat mungkin melalui atau di atas perairan 
kepulauannya dan laut teritorial yang berdampingan dengannya. 
2. Semua kapal dan pesawat udara menikmati hak lintas alur laut 
kepulauan dalam alur laut dan rute penerbangan di atas alur-
alur laut. 
3. Lintas alur laut kepulauan berarti pelaksanaan hak pelayaran 
dan penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi 
ini dengan cara normal semata-mata untuk melakukan transit 
yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak 
terhalang antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi 
eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif 
lainnya. 
4. Alur laut dan rute udara seperti itu harus melintasi perairan 
kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan dan mencakup 
semua rute lintas normal yang digunakan sebagai rute atau alur 
pelayaran internasional atau penerbangan melalui atau 
                                                                                                                                                               
birualasa.html?start=1 . diakses pukul 21.00 WITA tanggal 21 oktober 2014 
6
Pasal 1 ayat 8 UU RI No. 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia 
7
UNCLOS 1982 terjemahan. 
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melintasi perairan kepulauan dan di dalam rute lintas normal, 
sepanjang mengenai kapal, semua alur navigasi normal dengan 
ketentuan bahwa duplikasi rute yang sama kemudahannya 
melalui tempat masuk dan keluar yang sama tidak perlu. 
5. Alur laut dan rute penerbangan demikian harus ditentukan 
dengan serangkaian garis sumbu yang bersambungan mulai 
dari tempat masuk rute lintas hingga tempat ke luar. Kapal dan 
pesawat udara yang melakukan lintas melalui alur laut 
kepulauan tidak boleh menyimpang lebih dari pada 25 mil laut 
ke dua sisi garis sumbu demikian, dengan ketentuan bahwa 
kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau 
terbang mendekati pantai kurang dari 10% jarak antara titik-titik 
yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur 
laut tersebut. 
6. Suatu Negara kepulauan yang menentukan alur laut sesuai 
ketentuan pasal ini dapat juga menetapkan skema pemisah lalu 
lintas untuk keperluan lintas kapal yang aman melalui terusan 
sempit dalam alur laut demikian. 
7. Suatu Negara kepulauan, apabila keadaan menghendaki, 
setelah untuk itu mengadakan pengumuman sebagaimana 
mestinya, dapat mengganti alur laut atau skema pemisah lalu 
lintas yang telah ditentukan atau ditetapkannya sebelumnya 
dengan alur laut atau skema pemisah lalu lintas lain. 
8. Alur laut dan skema pemisah lalu lintas demikian harus sesuai 
dengan peraturan internasional yang diterima secara umum. 
9. Dalam menentukan atau mengganti alur laut atau menetapkan 
atau mengganti skema pemisah lalu lintas, suatu Negara 
kepulauan harus mengajukan usul-usul kepada organisasi 
internasional berwenang dengan maksud untuk dapat diterima. 
Organisasi tersebut hanya dapat menerima alur laut dan skema 
pemisah lalu lintas yang demikian sebagaimana disetujui 
bersama dengan Negara kepulauan, setelah mana Negara 
kepulauan dapat menentukan, menetapkan atau menggantinya. 
10. Negara kepulauan harus dengan jelas menunjukkan garis-garis 
Alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang ditentukan atau 
ditetapkannya pada peta-peta yang harus diumumkan 
sebagaimana mestinya. 
11. Kapal yang melakukan lintas alur laut kepulauan harus 
mematuhi alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang berlaku 
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal ini. 
12. Apabila suatu Negara kepulauan tidak menentukan alur laut 
atau rute penerbangan, maka hak lintas alur laut kepulauan 
dapat dilaksanakan melalui rute yang biasanya digunakan untuk 
pelayaran internasional. 
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Secara umum, negara Indonesia memiliki tiga alur laut kepulauan, 
sebagaimana tercantum dalam pasal 11 PP No. 37 Tahun 20028:  
1. Alur laut kepulauan yang dapat dipergunakan untuk 
melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan untuk pelayaran 
dari Laut Cina Selatan ke Samudera Hindia atau sebaliknya, 
melintasi Laut NatunaSelat Karimata, Laut Jawa dan Selat 
Sunda, adalah Alur Laut Kepulauan I yang garis sumbunya 
merupakan garis yang menghubungkan titik-titik penghubung I-1 
sampai I-15 sebagaimana tercantum dalam Daftar Koordinat 
yang dimaksud dalam pasal 12 ayat 2. 
2. Alur laut kepulauan I sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di 
atas mempunyai Alur Laut Kepulauan Cabang IA yang menjadi 
satu dengan Alur Laut Kepulauan I pada titik I 3, untuk 
pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna atau 
sebaliknya, yang garis sumbunya merupakan garis yang 
menghubungkan titik titik penghubung IA 1 dan I 3 sebagaimana 
tercantum dalam Daftar Koordinat yang dimaksud dalam pasal 
12 ayat (2). 
3. Alur laut kepulauan yang dapat dipergunakan untuk 
melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan untuk pelayaran 
dari Laut Sulawesi ke Samudera Hindia atau sebaliknya, 
melintasi Selat Makassar, Laut Flores dan Selat Lombok, adalah 
alur laut kepulauan II yang garis sumbunya merupakan garis 
yang menghubungkan titik titik penghubung II 1 sampai dengan 
II 8 sebagaimana tercantum dalam Daftar Koordinat yang 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). 
4. Alur laut kepulauan yang dapat dipergunakan untuk 
melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan untuk pelayaran 
dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia atau sebaliknya, 
melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, 
dan Laut Sawu, adalah alur laut kepulauan IIIA yang garis 
sumbunya merupakan garis yang menghubungkan titik titik 
penghubung IIIA 1 sampai dengan IIIA 13, sebagaimana 
tercantum dalam Daftar Koordinat yang dimaksud dalam pasal 
12 ayat (2). 
5. Alur laut kepulauan III A sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
di atas mempunyai : 
a. Alur laut kepulauan cabang IIIB yang menjadi satu dengan 
Alur laut kepulauan IIIA pada titik IIIA 8 untuk pelayaran dari 
Samudera Pasifik ke Samudera Hindia atau sebaliknya, 
melintasi Laut Maluku, Laut Seram dan Laut Banda, dan 
                                                          
8
Pasal 11 PP RI No. 37 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan 
Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur 
Laut Kepulauan yang Ditetapkan. 
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Selat Leti yang garis sumbunya merupakan garis yang 
menghubungkan titik titik penghubung IIIA 8, IIIB 1, dan IIIB 
2, sebagaimana tercantum dalam Daftar Koordinat yang 
dimaksud dalam pasal 12 ayat (2); 
b. Alur laut kepulauan cabang IIIC yang menjadi satu dengan 
alur laut kepulauan cabang IIIB pada titik IIIB 1 untuk 
pelayaran dari Samudera Pasifik ke Laut Arafura atau 
sebaliknya, melintasi Laut Maluku, Laut Seram dan Laut 
Banda, yang garis sumbunya merupakan garis yang 
menghubungkan titik titik penghubung IIIB 1, IIIC 1, dan IIIC 
2 sebagaimana tercantum dalam Daftar Koordinat yang 
dimaksud dalam pasal 12 ayat (2); 
c. Alur laut kepulauan cabang IIID yang menjadi satu dengan 
alur laut kepulauan IIIA pada titik IIIA 11 untuk pelayaran dari 
Samudera Pasifik ke Samudera Hindia atau sebaliknya, 
melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat 
Ombai dan Laut Sawu, yang garis sumbunya merupakan 
garis yang menghubungkan titik titik penghubung IIIA 11 dan 
IIID 1 sebagaimana tercantum dalam Daftar Koordinat yang 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). 
d. Alur laut kepulauan cabang IIIE yang menjadi satu dengan 
alur laut kepulauan IIIA pada titik IIIA 2, untuk pelayaran dari 
Samudera Hindia ke Laut Sulawesi atau sebaliknya, 
melintasi Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut 
Seramdan Laut Maluku atau untuk pelayaran dari Laut Timor 
ke Laut Sulawesi atau sebaliknya, melintasi Selat Leti, Laut 
Banda, Laut Seram dan Laut Maluku atau untuk pelayaran 
dari Laut Arafura ke Laut Sulawesi atau sebaliknya, melintasi 
Laut Banda, Laut Seramdan Laut Maluku yang garis 
sumbunya merupakan garis yang menghubungkan titik titik 
penghubung IIIA 2, IIIE 1, dan IIIE 2 sebagaimana tercantum 
dalam Daftar Koordinat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat 
(2). 
 
 
Dengan adanya suatu petunjuk atau denah peta tentang alur laut 
kepulauan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia,maka diharapkan 
bagi kapal asing yang menggunakan ALKI dapat memilih ketiga jalur laut 
yang telah ditentukan oleh Indonesia danuntuk lebih jelasnya dapat 
melihat gambar yang ada di bawah. Jadi dari sana tampak kelihatan 
wilayah laut Indonesia mana yang merupakan wilayah ALKI yang boleh 
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dilalui oleh kapal asing yang menggunakan hak lintas damai dan wilayah 
mana yang tidak boleh dilalui oleh kapal asing kalau menggunakan hak 
lintas damai. Karena tidak setiap wilayah laut Indonesia dapat digunakan 
oleh kapal asing yang melakukan hak lintas damai di wilayah laut 
Indonesia, misalnya Laut Jawa tidak boleh dilalui oleh kapal asing yang 
melakukan hak lintas damai.9 
10 
Manfaat yang didapatkan Indonesia dari ALKI antara lain: 
1. Indonesia menjadi bagian penting dari terwujudnya sebuah 
„peradaban‟ yang berhubungan dengan lautan 
2. Indonesia menjadi bagian penghubung penting dari Eurasian Blue 
Belt. 
3. Indonesia mengambil peranan sangat besar dalam Global Logistic 
Support System dan khususnya terkait dengan SLOCS (Sea Lanes 
                                                          
9
Nuryanto, 2014, Op. Cit, Hlm. 83. 
10http://supplychainindonesia.com/new/wp-content/uploads/2014/08/ALKI-
Konsep-pendulum-2.jpgdiakses pukul 4.38 WITA Tanggal 14 November 2014 
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of Communication) dan COWOC (Consolidated Ocean Web of 
Communication) 
4. Wilayah lautan dan ALKI Indonesia menjadi penghubung penting 
dalam HASA (Highly Accesed Sea Areas) dimana ketiga lautan 
yaitu India, Southeast dan South Pacific bertemu didalamnya; dan 
5. Terkait dengan World Shipping yang melintasi ALKI dengan muatan 
Dry Cargo maupun Liquid Cargo.11 
Meskipun dikatakan bahwa perumusan PP NO. 37 Tahun 2002 
telah sesuai dengan konvensi hukum laut 1982, namun penggunaan ALKI 
I yang melintasi Selat Sunda, Selat Karimatadan Laut Natuna dihadapkan 
pada masalah kerawanan bagi keamanan dan keselamatan 
pelayaran,berupa pelanggaran wilayah kedaulatan, sabotase dan teror 
terhadap objek vital di Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, kegiatan 
pengeboran minyak lepas pantai, pemanfaatan sumber daya laut secara 
ilegal dan kecelakaan laut.12 
Melihat posisi Indonesia sebagai penghubung antara dua lautan 
bebas Pasifik dan India, maka ALKI memotong kesatuan wilayah perairan 
Indonesia. Di mana alur ini dapat digunakan sebagaimana laut bebas. 
Ancaman yang terangkum di dalamnya mencakup apa yang sering 
disebut sebagai 16 transational threats plus 1, yaitu a. mencakup; illegal 
fishing, drugs human and guns trafficking, terrorism, piracy, global 
                                                          
11 http://www.indonesiahebat.org/news/2014/02/4-keuntungan-negara-
kepulauan#.VEaBVaPaHDc .diakses pukul 08.20  WITA Tanggal 21 Oktober 2014 
12Didik Mohamad Sodik, 2011, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di 
Indonesia, Bandung: Refika Aditama.Hlm. 65. 
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warming and climate change effects, illegal migrations, energy security 
chain, water and food security, serta bahaya utama dari beredarnya 
Private Military Companies (PMCs) di perairan kita untuk melindungi 
MNCs dan kepentingan beberapa “bisnis hitam”.13 
Sebagai latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti masalah 
ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang menjadi jalur lalu lintas 
internasional,sehingga penulis ingin membuat kajian ini dalam bentuk 
skripsi dengan judul “Analisis Hukum terhadap Aktivitas Pelayaran di 
Kawasan ALKI ditinjau dari Perspektif UNCLOS 1982 dan PP No. 37 
Tahun 2002” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut,maka rumusan masalah yang 
akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah implikasi hukum  terkait pelanggaran yang dilakukan 
oleh kapal asing di wilayah ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia)? 
2. Bagaimanakah pengelolaan oleh otoritas RI terhadap  ALKI yang 
merupakan jalur lalu lintas internasional? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan diadakannya penelitian ini yakni : 
1. Untuk mengetahui implikasi hukum terkait pelanggaran yang dilakukan 
oleh kapal asing di wilayah ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). 
                                                          
13
http://maritimblog.blogspot.com/2011/11/alur-laut-kepulauan-indonesia-
peluang.html . Diakses pukul 5.56 WITA Tanggal 17 September 2014 
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2. Untuk mengetahui pengelolaan oleh otoritas RI terhadap ALKI yang 
merupakan jalur lalulintas internasional. 
D. Manfaat Penelitian 
  Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Diharapkan dapat memberikan masukan (input) bagi pengembangan 
ilmu hukum khususnya di bidang hukum laut internasional menyangkut 
implikasi hukum terkait pelanggaran kapal asing di dalam kawasan 
ALKI. 
2. Diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah,pihak terkait 
dan masyarakat mengenai pengelolaan otoritas RI terhadap ALKI 
sebagai sarana lalu lintas pelayaran internasional. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Sejarah Perkembangan Hukum Laut Internasional 
Hukum laut internasional adalah asas-asas atau kaedah-kaedah 
yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas 
negara-negara yang berkenaan dengan laut, baik laut yang berada di 
dalam wilayah maupun laut di luar wilayah atau laut lepas, baik dalam 
aktivitas pemanfaatannya maupun akibat negatif dari pemanfaatannya.14 
Semenjak laut dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran, 
perdagangan dan sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan, 
semenjak itu pulalah ahli-ahli hukum mulai mencurahkan perhatiannya 
pada hukum laut. Sebagai suatu bentuk dari hukum laut yang paling dini 
pada abad ke-12 telah dikenal beberapa kompilasi peraturan-peraturan 
hukum yang dikenal di benua Eropa untuk mengatur kekuasaan bangsa-
bangsa atas lau serta kegiatan di laut yang dipakai di laut di Eropa. Di laut 
Tengah Lex Rhodia atau Hukum Laut Rhodia mulai dikenal sejak abad 
ketujuh.15 
Sebelum Imperium Romawi berada dalam puncak kejayaan, 
Phoenicia dan Rhodes mengaitkan kekuasaan atas laut dengan pemilikan 
atas laut. Pemikiran tersebut tidak terlalu besar pengaruhnya (kecuali 
Hukum Laut Rhodes tentang Perdagangan) akibat berlakunya hukum 
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http://qiechester.blogspot.com/2013/06/pengertian-sejarah-dan-
perkembangan.html , Diakses pukul 21.30 WITA Tanggal 25 Oktober 2014. 
15
Chairul Anwar, 1989, Hukum Internasional Horizon baru Hukum Laut 
Internasional Konvensi Hukum Laut 1982, Jakarta, Djambatan, Hlm. 1. 
14 
 
Romawi pada abad pertengahan dimana saat itu tidak ada bangsa yang 
menentang kekuasaan mutlak Romawi terhadap Laut Tengah. 
Peraturan-peraturan hukum laut Rhodes yang berasal dari abad ke-2 
atau ke-3 SM, sangat berpengaruh di daerah Laut Tengah karena prinsip-
prinsipnya diterima baik oleh orang-orang Yunani dan Romawi. Kitab 
Undang-Undang Rhodes yang dikeluarkan pada abad ke-7 Masehi oleh 
orang-orang Romawi didasarkan pada peraturan-peraturan hukum laut 
Rhodes. Di kawasan Laut Tengah sekitar abad ke-14 terdapat 
sekumpulan peraturan hukum laut yang dikenal dengan Consolato del 
Mare yang merupakan seperangkat ketentuan hukum laut yang berkaitan 
dengan perdagangan (perdata). 
Sejarah pertumbuhan hukum laut internasional ditandai dengan 
adanya pertarungan antara dua konsepsi hukum laut, yaitu: 
a. Res Communis, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik 
bersama masyarakat dunia dan karena itu tidak dapat diambil 
atau dimiliki oleh siapapun; 
b. Res Nulius, yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang 
memilikidan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-
masing negara.16 
Pertumbuhan dan perkembangan kedua doktrin tersebut diawali 
dengan sejarah panjang mengenai penguasaan laut oleh Imperium Roma. 
Kenyataan bahwa Imperium Roma menguasai tepi Lautan Tengah dan 
                                                          
16Hasyim Djalal, 1979, Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut, Jakarta 
Penerbit Binacipta, Hlm.11. 
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karenanya menguasai seluruh Lautan Tengah secara mutlak. Dengan 
demikian menimbulkan suatu keadaan di mana Lautan Tengah menjadi 
Lautan yang bebas dari gangguan bajak-bajak laut, sehingga semua 
orang dapat mempergunakan Lautan Tengah dengan aman dan sejahtera 
yang dijamin oleh Kekaisaran Romawi (Imperium Roma). Pemikiran 
hukum bangsa Romawi terhadap laut didasarkan atas doktrin res 
communis omnium (hak bersama seluruh umat manusia), yang 
memandang laut bersifat bebas dan terbuka bagi setiap orang. Asas res 
communis omnium menjamin kebebasan semua bangsa untuk melakukan 
pelayaran dan penangkapan ikan.17 
Pada abad XVI dan XVII keinginan untuk menguasai lautan 
menimbulkan pertentangan diantara negara-negara maritim di Eropa. 
Spanyol dan Portugis yang menguasai lautan memperoleh tantangan baik 
dari Inggris yang berada di bawah kekuasaan Ratu Elizabeth I maupun 
tantangan dari Belanda, karena Belanda menuntut adanya kebebasan di 
lautan sementara Inggris menuntut kedaulatan negara pantai atas laut 
yang berbatas dengan pantai. Pada abad XVII Raja James I dari Inggris 
memploklamirkan bahwa penangkapan ikan di laut yang berdekatan 
dengan pantai suatu negara hanya diperkenankan jika mendapat izin dari 
negara pantai yang bersangkutan. Hal ini berarti nelayan-nelayan Belanda 
harus membayar royalty di perairan Inggris. Beberapa waktu kemudian hal 
ini membawa pada perdebatan yuridis yang sangat sengit antara yuris 
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Didik Mohamad Sodik,Op.Cit.,Hlm.2. 
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Belanda Grotius menerbitkan “Mare Liberum” sedangkan John Selden dari 
Inggris menerbitkan buku “Mare Clausum”. Belanda dan Inggris tidak 
mengkhendaki dominasi Spanyol dan Portugis atas lautan.18 
Setelah runtuhnya Imperium Roma, negara-negara di sekitar Laut 
Tengah masing-masing menuntut sebagian dari laut yang berbatasan 
dengan pantai negara-negara tersebut. 
Venetia mengklaim sebagian besar dari Laut Adriatik, suatu tuntutan 
yang diakui oleh Paus Alexander ke-III dalam tahun 1177. Berdasarkan 
kekuasaannya atas laut Adriatik, Venetia memungut bea terhadap setiap 
kapal yang berlayar di sana. Genoa mengklaim kekuasaan atas laut 
Linguria dan sekitarnya dan melakukan tindakan-tindakan untuk 
melaksanakannya. Hal yang sama dilakukan oleh Pisayang mengklaim 
dan melakukan tindakan-tindakan penguasaan atas laut Thyrrhenia.19 
Kekuasaan negara-negara atau kerajaan-kerajaan tersebut terkait 
laut yang berbatasan dengan pantainya dilakukan dengan tujuan yang 
dewasa ini mungkin dapat disebut kepentingan: 
3. Karantina 
4. Bea cukai 
5. Pertahanan dan netralitas.20 
Sejarah hukum Internasional, menunjukkan adanya upaya-upaya 
untuk menetapkan batas laut teritorial yang berlaku secara universal 
                                                          
18T.May Rudy, 2009, Hukum Internasional 2, Bandung, Refika Aditama,Hlm. 2-3 
19
Mochtar Kusumaatmadja, 1986, Hukum Laut Internasional,  Bandung, 
Binacipta, Hlm.,5. 
20Didik Mohamad Sodik, Op.Cit, Hlm. 3. 
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dengan memberikan catatan bagi negara-negara pantai dan pelintas. 
Semula batas laut teritorial suatu negara ditentukan berdasarkan 
kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam praktek ketatanegaraan negara 
yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan negara lainnya. 
Ahli-ahli hukum yang berusaha meletakkan konsep-konsep dasar 
tentang hukum laut, menurut Summer biasanya membagi teori-teori 
tentang lautan secara legalistik dalam 4 bagian, yaitu21: 
1. Perairan pedalaman 
2. Laut teritorial 
3. Zona tambahan 
4. Laut lepas 
Setelah berakhirnya Perang Dunia II, terjadi perubahan-perubahan 
dalam hukum laut Internasional. Beberapa faktor yang menyebabkan 
perubahan itu antara lain yaitu:22 
1. Semakin bergantungnya penduduk dunia pada laut dan 
samudera sebagai sumber kekayaan alam baik hayati maupun 
non hayati termasuk minyak dan gas bumi. 
2. Kemajuan teknologi yang memungkinkan penggalian sumber 
kekayaan alam di laut yang tadinya tak terjangkau oleh manusia. 
3. Perubahan peta bumi politik sebagai akibat bangsa-bangsa 
merdeka,menginginkan perubahan dalam tata hukum laut 
                                                          
21
T. May Rudy, Op. Cit. Hlm 3 
22
Alma Manuputty Pattileuw, 2012, Hak Lintas Transit Pada Selat Yang 
Digunakan untuk Pelayaran Internasional, Makassar, Pena Press Makassar, Hlm.1. 
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internasional yang dianggap terlalu menguntungkan negara-
negara maju. 
Kepentingan-kepentingan dunia atas hukum laut yang telah terlihat 
dalam perjalanan sejarah dunia mencapai puncaknya pada abad ke-20 ini. 
Di dalam dekade-dekade dari abad ke-20 ini telah empat kali diadakan 
usaha-usaha untuk memperoleh suatu himpunan hukum laut yang 
menyeluruh, yaitu23:  
1. Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930 (The Hague Codification 
Conference in 1930) di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa. 
2. Konferensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1958 (The 
U.N.Conference on The Law of The Sea in 1958) 
3. Konperensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1960 (The U.N. 
Conference on The Law of The Sea in 1960) 
4. Konvensi Hukum Laut 1982, yang dihasilkan oleh konferensi 
Hukum Laut PBB III. 
Konferensi PBB tentang hukum laut tahun 1958 telah menghasilkan 
empat konvensi penting, yaitu  : 
1. Konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan (The 
Convention on Territorial Sea and Contigous Zone) 
2. Konvensi tentang laut lepas (The Convention on The High Seas) 
3. Konvensi tentang landas kontinen (The Convention on 
Continental Shelf) 
                                                          
23Chairul Anwar, Op.Cit.,Hlm. 6. 
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4. Konvensi tentang perikanan dan perlindungan Sumber-sumber 
hayati di laut lepas (The Convention on Fishing and 
Conservation of Living Resources of The High Seas). 
Konferensi PBB tentang Hukum Laut I tahun 1958 walaupun 
menghasilkan 4 konvensi, telah dinilai kurang berhasil karena tidak 
berhasil menetapkan batas lebar laut teritorial sehingga karenanya semua 
ketentuan mengenai baik landasan kontinen, perlindungan kekayaan 
hayati laut serta laut lepas jadi mengambang. Usaha lebih lanjut yang 
diusahakan oleh PBB pada Konperensi PBB tentang Hukum Laut 1960 
(Konverensi Hukum Laut II) juga mengalami kegagalan. Pada permulaan 
tahun tujuhpuluhan, negara-negara maritim mempunyai keinginan yang 
sangat kuat untuk membuka perundingan baru terhadap tiga masalah 
penting yang tetap tidak terpecahkan dalam Konferensi Hukum Laut PBB 
1958 yaitu masalah-masalah :24 
a. Lebar laut teritorial,  dimana kebanyakan negara-negara 
menginginkan 12 mil. 
b. Rejim yang mengatur lintas pelayaran kapal-kapal melalui selat 
yang digunakan untuk pelayaran internasional. 
c. Batas perikanan dan beberapa masalah tentang peraturan 
perikanan. 
Konvensi hukum laut 1982 adalah merupakan puncak karya  dari 
PBB tentang Hukum Laut, yang disetujui di Montego Bay, Jamaica tanggal 
                                                          
24Alma Manuputty Pattileuw, Op. Cit. Hlm. 2. 
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10 Desember 1982. Terdiri dari 17 bagian (Parts) dan 9 Annex, konvensi 
antara lain terdiri dari ketentuan-ketentuan tentang batas-batas dari 
yurisdiksi nasional di ruang udara di atas laut, navigasi, perlindungan dan 
pemeliharaan lingkungan laut, riset ilmiah, pertambangan dasar laut dan 
eksploitasi lainnya dari sumber-sumber non hayati dan ketentuan-
ketentuan tentang penyelesaian perselisihan. Di samping itu konvensi ini 
juga mengatur tentang pendirian dari badan-badan internasional untuk 
menyelenggarakan fungsi-fungsi untuk realisasi tujuan-tujuan tertentu dari 
konvensi.25 
Sesuai dengan pasal 308 dari Konvensi Hukum Laut 1982, bahwa 
Konvensi akan mulai berlaku 12 bulan setelah tanggal deposit dari 
instrumen ratifikasi atau persetujuan yang ke-60. Kemudian pasal 311 
menentukan bahwa Konvensi Hukum Laut 1982 akan menggantikan 
Konvensi-Konvensi Geneva 29 April 1958 untuk negara-negara maritim.26 
 
B. Sejarah Perkembangan Hukum Laut Indonesia 
Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu 
pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke, sebelum adanya 
Deklarasi Djuanda yang menyatakan bahwa laut Indonesia termasuk laut 
sekitar di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan 
wilayah NKRI,Indonesia yang merupakan negara bekas jajahan Belanda 
tersebut, wilayah Indonesia mengacu pada Ordonasi Hindia Belanda 1939 
                                                          
25Chairul Anwar,Op.Cit. Hlm. 7. 
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Ibid. Hlm 14 
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(Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939) (TZMKO 1939) 
tercantum dalam Staatsblad 1939 No. 442 dan mulai berlaku pada tanggal 
25 September 1939.  
Mengenai laut wilayah, pasal 1 Ordonasi tersebut antara lain 
menyatakan bahwa 27: 
Lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil laut, diukur dari garis air 
rendah dari pulau-pulau yang termasuk dalam daerah Indonesia. 
 
Ketentuan yang dilahirkan di zaman penjajahan ini masih tetap kita 
pakai sampai tahun 1957, walaupun lama sebelumnya sudah terasa 
bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai lagi dengan kepentingan-
kepentingan pokok Indonesia, baik di bidang ekonomi, politik maupun di 
bidang pertahanan dan keamanan. Penentuan batas laut yang demikian 
sudah terasa tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai 
dengan kepentingan rakyat banyak, karena sifat khusus Indonesia yang 
merupakan negara kepulauan serta letaknya yang strategis. Kalau kita 
teruskan menganut dan melaksanakan ketentuan-ketentuan lama ini 
maka akibatnya akan sangat merugikan kepentingan-kepentingan 
nasional kita. Bila cara pengukuran yang lama tetap dipakai yaitu lebar 
laut wilayah yang diukur dari garis pangkal air rendah maka sebagian 
besar dari pulau-pulau atau kelompok pulau-pulau kita akan mempunyai 
laut wilayahnya sendiri-sendiri dan sebagai akibatnya di antara laut-laut 
wilayah tersebut terdapat pula bagian-bagian laut lepas. Walaupun di 
antara ribuan pulau-pulau tersebut masih banyak terdapat pulau-pulau 
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Boer Mauna,Op.Cit.Hlm. 378. 
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yang jaraknya satu sama lain kurang dari 6 mil, jadi hanya akan 
merupakan kelompok pulau-pulau, tetapi masih tetap terdapat kelompok 
pulau-pulau atau pulau-pulau yang mempunyai laut wilayahnya sendiri-
sendiri karena jaraknya satu sama lain lebih dari 6 mil dan dengan 
demikian mempunyai kantong-kantong laut lepas.28 
Diterimanya dan berlakunya konsepsi laut teritorial 12 mil adalah 
pada Konsepsi Hukum Laut Internasional I (UNCLOS I) pada tahun 1958, 
bahwa laut teritorial ditetapkan sampai mil dari garis air surut pantai. Di 
Indonesia sendiri ketentuan laut teritorial 12 mil berlaku sejak adanya 
Deklarasi Djuanda dan UU No. 4/prp.Tahun 1960 UU. No. IV/prp Tahun 
1960. Mis, menyatakan bahwa laut wilayah (territorial) lebarnya 12 mil 
diukur dari garis pangkal lurus (straigt base) dan bahwa semua kepulauan 
dan laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai kesatuan yang 
bulat.29 
Pada tanggal 13 desember 1957 Pemerintah Indonesia 
mengeluarkan suatu pernyataan mengenai wilayah Perairan Indonesia.Isi 
dari Deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957, 
menyatakan30: 
Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang 
menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang 
termasuk daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 
tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang 
wajar dari pada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan 
dengan demikian merupakan bagian perairan nasional yang berada 
di bawah kedaulatan mutlak dari Negara Republik Indonesia. 
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Boer Mauna, Op.Cit. Hlm. 378-379. 
29T. May Rudy, Op. Cit. Hlm. 8 
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Deklarasi Djuanda tahun 1957. 
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Lalu lintas damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing 
terjamin selama dan sekadar tidak bertentangan dengan 
kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas 
laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang 
menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau Negara 
Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-Undang.  
 
Pada saat Deklarasi mengenai wilayah perairan Indonesia, negara 
Indonesia sedang menghadapi berbagai ancaman atau bahaya baik dari 
luar maupun dari dalam. Dari dalam negeri saat itu Indonesia di ancam 
oleh berbagai gerakan separatis di daerah yang kemudian menjelma 
menjadi pemberontakan-pemberontakan. Sementara dari luar negeri di 
akibatkan oleh memuncaknya sengketa dengan Belanda mengenai 
masalah Irian Barat (Irian Jaya) setelah mengalami kegagalan untuk dapat 
menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan damai. 
Indonesia sebagai satu kesatuan yang bulat, utuh serta 
menyeluruh, yang meliputi unsur tanah (darat) dan air (laut) 
menggambarkan segi politik yang tidak kurang pentingnya. Terlebih lagi 
dalam suasana yang diancam desintegrasi politik karena adanya gerakan-
gerakan separatisme dan pemberontakan, sehingga pemerintah pada 
saat itu memerlukan suatu konsep yang secara jelas dan mendasar untuk 
dapat dijadikan sarana pemersatu bangsa dan negara Indonesia.31 
Pertimbangan-pertimbangan yang mendorong pemerintah republik 
Indonesia mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah perairan indonesia 
adalah:  
                                                          
31Alma Manuputty Pattileuw, Op.Cit.,Hlm. 85. 
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1. Bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai suatu 
negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai 
sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan. 
2. Bahwa bagi kesatuan wilayah (teritorial) Negara Republik 
Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak di 
antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat. 
3. Bahwa penetapan batas-batas laut teritorial yang diwarisi dari 
pemerintah kolonial sebagaimana termaktub dalam “Territoriale 
Zee en Maritime Kringen Ordonnantie 1939” pasal 1 ayat (1) 
tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan 
keamanan Negara Republik Indonesia. 
4. Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban 
untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandangnya perlu 
untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.32 
Sekarang di Indonesia mulai tanggal 18 februari 1960 berlaku suatu 
Undang-Undang No. 4 tahun 1960 (Lembaran Negara No. 22 Tahun 
1960) yang mengesahkan pengumuman pemerintah tersebut di atas dan 
mencabut pasal 1 ayat 1 angka 1 sampai 4 dari staatsblad 1939 No. 
442.33 
Untuk memperkuat konsepsi Kepulauan, pemerintah Indonesia 
sejak tahun 1969 telah mengadakan persetujuan dan perjanjian bilateral 
                                                          
32 Mochtar Kusumaatmadja, 1978, Bunga Rampai Hukum Laut, Jakarta, 
Binacipta, Hlm. 26. 
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Wirjono Prodjodikoro, 1970,Hukum Laut Bagi Indonesia, Bandung, Sumur 
Bandung, Hlm.16. 
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dan trilateral dengan negara-negara tetangga (kecuali Filipina dan 
Vietnam), mengenai garis-garis batas Landas Kontinen dan Laut Teritorial. 
Hal ini dimaksudkan untuk membentuk hukum kebiasaan (customary law) 
sebelum disetujuinya melalui Konvensi Hukum Laut 1982(law making 
treaties). Adapun persetujuan dan perjanjian yang telah ditandatangani itu 
secara berturut-turut adalah sebagai berikut: 
1. Persetujuan RI-Malaysia tentang Garis Batas Landas Kontinen 
di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang ditandatangani di 
Kuala lumpur pada tanggal 27 Oktober 1969 
2. Perjanjian RI-Malaysia tentang Garis Batas Laut Teritorial di 
Selat Malaka yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 
tanggal 17 Maret 1970. 
3. Persetujuan RI-Australia tentang Garis Batas dasar Laut Arafuru 
dan Laut Bagian Utara Irian Jaya, yang ditandatangani di 
Canberra pada tanggal 18 Mei 1971. 
4. Persetujuan RI-Thailand tentang Garis Batas Landas Kontinen 
di Selat Malaka Utara dan Laut Andaman yang ditandatangani 
di Bangkok pada tanggal 17 Desember 1971. 
5. Persetujuan RI-Malaysia-Thailand tentang Garis Batas Landas 
Kontinen di Selat Malaka Utara yang ditandatangani di Kuala 
Lumpur pada tanggal 21 Desember 1971. 
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6. Perjanjian RI-Australia mengenai Garis Batas Laut Teritorial 
antara RI-Papua Nugini di Bagian Selatan Irian Jaya yang 
ditandatangani di Jakarta pada tanggal 12 Februari 1973. 
7. Perjanjian RI-Singapura tentang Garis Batas Laut Teritorial di 
Selat Singapura yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 
Mei 1973. 
Semua perjanjian dan persetujuan dengan negara-negara tetangga 
itu ternyata sangat mendukung posisi delegasi RI di bawah pimpinan 
Mochtar Kusumaatmadja dan Hasyim Djalal selama Konferensi Hukum 
Laut III berlangsung dari tahun 1974 hingga menghasilkan Konvensi 
Hukum Laut 1982,yang dinyatakan berlaku sejak tahun 1995 karena 
sudah ditandatangani oleh seratus dari 125 negara peserta Konferensi. 
Keberhasilan itu terlihat dengan diterimanya hampir seluruh Konsepsi 
Negara Kepulauan yang disusun Indonesia dalam Bab IV Konvensi 
tentang Negara Kepulauan. Karena dapat dikatakan bahwa perjuanagan 
diplomasi konsepsi kepulauan merupakan prestasi bangsa Indonesia 
terbesar setelah diplomasi perjuangan kemerdekaan.34 
Baru-baru ini Undang-Undang Kelautan telah disahkan, yakni UU 
No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 
Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 
Dengan disahkannya UU ini, semakin ada penegasan bahwa 
Indonesia negara kepulauan berciri Nusantara dan maritim. Dengan 
                                                          
34Syamsumar Dam,2010,Politik Kelautan, Jakarta, Bumi Aksara, Hlm. 20-21. 
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demikian, upaya menempatkan kelautan sebagai orientasi baru 
pembangunan semakin kuat. Karena itu, laut harus dikelola secara 
terpadu dan mandat untuk mendorong peningkatan pemanfaatan potensi 
laut secara berkelanjutan semakin jelas. Melalui pengesahan UU Kelautan 
ini, sejumlah kekosongan regulasi di laut kini mulai diisi. Pertama, tentang 
penataan ruang laut dalam kerangka perlindungan dan pemanfaatan 
potensi sember daya. Saat ini penataan ruang laut di wilayah kurang dari 
12 mil masih diatur oleh Undang-undang No 27 Tahun 2007 yang direvisi 
jadi UU No 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau 
Kecil (PWP2K). Sementara itu, selama ini dasar hukum penataan ruang 
laut di atas 12 mil belum ada. Dengan UU Kelautan ini (khususnya Pasal 
42), tata ruang laut di atas 12 mil diatur dan  pemerintah memiliki 
kewajiban menyusun rencana tata ruang laut nasional dan juga 
perencanaan zonasi kawasan laut. Ini penting sekali untuk mengatasi 
masalah yang selama ini berkembang, seperti semrawutnya letak 
pemasangan pipa dan kabel bawah laut serta konflik pemanfaatan ruang 
laut antar sektor.35 
C. Negara Kepulauan (Archipelago State) 
Penerimaan konsepsi kepulauan (archipelago) dan negara 
kepulauan(archipelago state) dalam UNCLOS merupakan hal penting 
dalam Hukum Laut secara universal. Keberadaan negara maritim 
pengusul (Indonesia, Filipina, Fiji dan Mauritius) dalam sidang persiapan 
                                                          
35 http://www.transformasi.org/id/publikasi/berita/perikanan/318-undang-undang-
kelautan. Diakses Pukul 6.26 WITA Tanggal 26 Oktober 2014 
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(1972) tentang asas kepulauan (archipelago principles), diusulkan sebagai 
bentuk pengaturan hukum (regime) perairan negara kepulauan telah 
membuahkan hasil perjuangan untuk mendapatkan pengakuan sebagai 
negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan perkembangan baru 
dalam Hukum Laut, meskipun masalah ini sangat berarti di kawasan Asia 
Tenggara. Sejak 1955 Filipina telah memproklamasikan negara 
kepulauannya dan meskipun telah didiskusikan sejak Konferensi Hukum 
Laut pertama(1958) dan kedua (1960), tapi tidak membuahkan hasil.36 
Negara kepulauan menurut konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 
III) yakni: 
Article 46 
Use of terms 
For the purposes of this Convention: 
a. "archipelagic State" means a State constituted wholly by one 
ormore archipelagos and may include other islands; 
b. "archipelago" means a group of islands, including parts of 
islands,interconnecting waters and other natural features which 
are soclosely interrelated that such islands, waters and other 
naturalfeatures form an intrinsic geographical, economic and 
politicalentity, or which historically have been regarded as 
such.37 
 
Artinya :  
Pasal 46  
Penggunaan istilah 
Untuk maksud Konvensi ini: 
a. Negara kepulauan” berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri 
dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau 
lain 
b. Kepulauan” berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian 
pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang 
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Tjondro Tirtamulia, 2011, Zona-Zona Laut UNCLOS, Surabaya, Brilian 
Internasional, Hlm. 32. 
37Pasal 46 UNCLOS 1982. 
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hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga 
pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan 
suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau 
yang secara historis dianggap sebagai demikian.” 
 
Only an Archipelagic State can draw Archipelagic baseline around 
an Archipelago (LOSC,art.17). It is therefore important to know what an 
Archipelagic State is. Article 46 defines an Archipelagic State as a State 
constituted wholly by one or more Archipelagos and may include other 
islands. An Archipelago is defined in the same article as 38: 
A group of islands, including part of islands, interconnecting waters and 
other natural features which are so closely interrelatedthat such islands, 
waters and other natural features from an intrinsic geographical, economic 
and political entity, or which historically have been regarded as such. 
 
Negara yang langsung berkepentingan dengan prinsip negara 
kepulauan dapat kita bagi dalam beberapa golongan sebagai berikut 39: 
1. Negara-negara tetangga yakni anggota-anggota ASEAN dan 
negara-negara tetanggan lainnya termasuk Australia 
2. Negara yang mempunyai kepentingan perikanan dan 
komunikasi (kabel telekomunikasi di dasar laut). Jepang 
termasuk golongan ini karena telah melakukan kegiatan 
perikanan di perairan Indonesia sejak sebelum perang. 
3. Negara Maritim, negara-negara ini berkepentingan agar lalu 
lintas maritim tidak mengalami gangguan. Dalam golongan ini 
dapat dimasukkan negara yang memiliki armada niaga yang 
                                                          
38Chruchill, R.R and Lowe, A.V. 1983. The Law of the Sea, Manchester: 
Manchester  University Press. Hlm 92. 
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Mochtar Kusumaatmadja, 2003, Konsepsi Hukum Negara Nusantara pada 
Konferensi Hukum Laut III, Jakarta, Alumni, Hlm. 25. 
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kebanyakan terdiri dari negara maju, misalnya negara-negara di 
Eropa Barat. Dalam kelompok ini negara Skandinavia 
mempunyai kedudukan khusus karena sejak konferensi Hukum 
Laut memperlihatkan sikap yang penuh pengertian terhadap 
konsepsi negara kepulauan. 
4. Negara Maritim besar yang mempunyai kepentingan strategi 
militer. Termasuk golongan ini negara Amerika Serikat dan Uni 
Soviet. 
D. Kedaulatan atas Laut Teritorial 
Kedaulatan merupakan salah satu prinsip dasar bagi terciptanya 
hubungan internasional yang damai. Yang dimaksud dengan kedaulatan 
atas wilayah adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara untuk 
melaksanakan kewenangannya sebatas dalam wilayah-wilayah yang telah 
menjadi bagian dari kekuasaannya.40 
Kedaulatan dapat kita lihat pengertiannya dalam piagam PBB oleh 
konsep domestic jurisdiction yang terdapat pada pasal 2 (7) piagam PBB 
yang menyatakan bahwa: 
Nothing contained in the present Charter shall authorize the United 
Nation to intervene in matters which are essentially within the 
domestic jurisdiction of any State or shall require the Member to 
submit such mattters to settlement under the present Charter;but 
this principle shall not prejudice the application of enforcement 
measure under Chapter VII. 
  
Artinya: 
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Tidak ada yang terkandung dalam piagam ini akan mengizinkan PBB 
untuk capur tangan dalam hal-hal yang pada dasarnya dalam 
yurisdiksi domestik negara atau harus mensyaratkan anggota untuk 
menyerahkan masalah tersebut kepada pemukiman di bawah 
piagam ini; tetapi prinsip ini tidak mengurangi penerapan ukuran 
penegakan bawah Bab VII. 
 
Tulisan Rosalyn Higgins yang dipublikasikan pada tahun 1963 
menyatakan apabila penerapan ketentuan pasal ini sangat terkait dengan 
konteks sebagai berikut: 
1. Terkait dengan persoalan HAM yang mana dengan 
menggunakan klaim yang mendasarkan pada pelanggaran 
HAM,PBB dalam prakteknya tidak menggubris ketentuan dari 
pasal 2(7) untuk digunakan sebagai dalih oleh negara 
pelanggar. 
2. Persoalan yang terkait dengan kolonialoisme atau dengan hak 
semua bangsa atas self-determination. 
3. Terkait dengan persoalan mengenai pemerintahan dari suatu 
negara. 
4. Klaim atas jurisdiksi domestik pun muncul dalam kaitannya 
dengan non-self governing territorial. 
5. Terkait dengan sengketa perbatasan.41 
Pengertian kedaulatan sebagai sebuah konsep tradisional ada dua 
yakni pengertian eksternal dan internal. Kedaulatan eksternal berarti 
sebagai kemampuan bagi negara-negara untuk melakukan hubungan 
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internasional sedangkan kedaulatan internal berarti anggapan apabila 
suatu negara memiliki kewenangan tertinggi di dalam wilayah 
kekuasaannya. 
Yang dianggap orang pertama yang membahas persoalan 
kedaulatan adalah Jean Bodin(1530-1595) seorang ahli bahasa Prancis 
dalam bukunya “Six Livres de la Republigue” dimana telah memasukkan 
kedaulatan itu ke dalam ajaran politik. Kedaulatan berasal dari bahasa 
asing, yaitu:  
- Bahasa Belanda  : souvereniteit 
- Bahasa Inggris  : sovereignty 
- Bahasa Prancis  : souverainite 
- Bahasa Italia  : sovranus 
- Bahasa Latin  : superanus 
Yang berarti supremasi = di atas dan menguasai segala-galanya. Jadi, 
kedaulatan dapat diartikan kekuasaan yang tertinggi,yaitu kekuasaan 
yang berasal dan tidak di bawah kekuasaan lain. Bodin melihat bahwa 
kedaulatan merupakan hakikat negara, dalam hal ini, Bodin memandang 
kedaulatan dari aspek internalnya, yaitu sebagai kekuasaan tertinggi 
dalam suatu kesatuan politik. Sedangkan pengertian kedaulatan yang 
ditinjau dari aspek eksternalnya, yaitu aspek yang mengenai hubungan 
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antara negara,untuk pertama kalinya dipergunakan oleh Grotius (1983-
1645), yang dianggap Bapak Hukum Internasional.42 
Salah satu unsur pokok status kenegaraan adalah penguasaan 
suatu wilayah teritorial, di dalam wilayah mana berlaku hukum negara 
tersebut. Terhadap wilayah ini otoritas tertinggi berada pada negara 
terkait. Oleh karena itu, muncullah konsep “kedaulatan teritorial” yang 
menandakan bahwa di dalam wilayah kekuasaan ini yurisdiksi 
dilaksanakan oleh negara terhadap orang-orang dan harta benda yang 
menyampingkan negara-negara lain. Kedaulatan teritorial dilukiskan oleh 
Max Huber, arbitrator dalam Island of Palmas Arbitration, dengan istilah-
istilah43: 
“kedaulatan dalam hubungan antar negara-negara menandakan 
kemerdekaan. Kemerdekaan berkaitan dengan suatu bagian dari muka 
bumi adalah hak untuk melaksanakan di dalamnya,terlepas dari 
negara lain,fungsi-fungsi suatu negara.” 
 
Batas wilayah teritorial suatu negara pada umumnya dibuat dalam 
bentuk perjanjian bilateral maupun multilateral. Batas ini biasanya 
berupa44: 
1. Batas alam :sungai,danau,pegunungan,lembah,laut,selat. 
2. Batas buatan :patok/tiang,pagar kawat berduri,pagar tembok. 
3. Batas menurut geofisika :garis lintang dan garis bujur. 
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Secara umum pengertian Laut Teritorial adalah laut yang terletak di 
sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis 
pangkal. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh di perairan pedalaman. 
Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut 
dan tanah di bawahnya. Namun, terkhusus kepada negara kepulauan, 
memiliki kewajiban untuk membuka jalur lintas damai agar negara-negara 
lain dapat menikmati hak lintas damai tersebut. 
Menurut Colombos, ada beberapa bagian dari laut yang secara 
universal diakui sebagai kepanjangan wilayah teritorial di mana di 
dalamnya diakui yurisdiksi negara pantai. Adanya perluasan negara di luar 
batas daratnya dengan alasan bahwa 45: 
1. Keamanan negara memerlukan (mengharuskan pemilikan 
secara ekskutif atas pantainya. Dengan demikian ,dapat 
dilakukan tindakan perlindungan. 
2. Untuk tujuan mengefektifkan perdagangan, fiskal dan 
kepentingan politik, setiap negara harus mampu mengawasi 
semua kapal yang masuk, meninggalkan atau sedang berhenti 
di perairan teritorialnya. 
3. Pemanfaatan dan perolehan secara ekslusif atas hasil-hasil dari 
laut dan perairan teritorial diperlukan untuk eksistensi dan 
kesejahteraan bangsa yang bersangkutan. 
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Nur yanto, Op.Cit. Hlm 22 
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Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur tentang wilayah teritorial 
serta batas wilayah laut teritorial tersebut. 
1. Kedaulatan suatu Negara pantai, selain wilayah daratan dan 
perairan pedalamannya dan dalam hal suatu Negara kepulauan 
dengan perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut  
yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut terotgirial.  
2. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut serta dasar laut 
dan lapisan tanah dibawahnya.  
3. Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada 
Konvensi ini dan peraturan-peraturan lainnya dari hukum 
internasional.46 
 
Batas Laut Teritorial yang diatur dalam UNCLOS 1982 yaitu: 
a. Lebar laut teritorial 
Setiap Negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut 
teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, 
diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi 
ini. 
b. Batas terluar laut teritorial adalah garis yang jarak setiap titiknya 
dari titik yang terdekat garis pangkal, sama dengan lebar laut 
teritorial. 
c. Garis pangkal biasa (normal baseline) 
d. Karang 
e. Garis pangkal lurus (straight baselines) 
f. Perairan pedalaman (internal waters) 
g. Mulut sungai 
h. Teluk 
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Pasal 2 UNCLOS terjemahan. 
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i. Pelabuhan (Ports) 
j. Tempat berlabuh di tengah laut (Roadsteads) 
k. Elevasi surut 
Suatu elevasi adalah suatu wilayah daratan yang terbentuk secara 
alamiah yang dikelilingi dan berada di atas permukaan laut pada 
waktu air surut, tetapi berada di bawah permukaan laut pada waktu 
air pasang. 
Dengan adanya penentuan batas wilayah suatu negara 
dimaksudkan agar setiap negara mengetahui kejelasan batas wilayah 
kedaulatannya. Penentuan batas wilayah laut teritorial ini sangatlah 
penting bagi keamanan dan kedaulatan negara,berkaitan dengan 
pemanfaatan kekayaan alam dan penyelenggaraan pemerintahan, serta 
kejelasan status orang-orang yang berada dalam negara tersebut.  
E. Hak Lintas 
Lintas (meaning of passage) dalam UNCLOS 1982 berarti: 
 
Lintas berarti navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan: 
melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di 
tempat berlabuh di tengah laut (roadstead) atau fasilitas pelabuhan 
di luar perairan pedalaman; atau berlalu ke atau dari perairan 
pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut 
(roadstead) atau fasilitas pelabuhan tersebut. 
Lintas harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin. 
Namun demikian, lintas mencakup berhenti dan buang jangkar, 
tetapi hanya sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi 
yang lazim atau perlu dilakukan karena force majeure atau 
mengalami kesulitan atau guna memberikan pertolongan kepada 
orang, kapal atau pesawat udara yang dalam bahaya atau 
kesulitan. 
 
37 
 
Ketentuan dalam LOSC memberikan kedaulatan perairan 
kepulauan kepada negara kepulauan terhadap perairan, pulau dan bentuk 
geografis yang terhubungkan, sementara negara maritim/pengguna 
mendapat hak lintas yang tidak terhalangi bagi kapal dan pesawat udara 
yang dikenal sebagai hak lintas transit, hak lintas damai dan hak lintas 
alur laut kepulauan. Lintas damai, lintas transit dan lintas alur laut 
kepulauan masing-masing memiliki ciri khas tersendiri, ini dimaksudkan 
untuk melindungi kepentingan negara pantai/kepulauan, begitu juga 
dengan kepentingan kapal dan pesawat udara ketika melintas di perairan 
negara tersebut. 
1. Lintas Damai (Right of Innocent Passage) 
Zaman dahulu hanya ada satu pola pandang terhadap 
kegunaan laut sebagai alat transportasi dan komunikasi. Dalam 
perkembangannya kemudian, keadiran kapal-kapal asing pada jalur 
perairan sepanjang pantai menimbulkan suatu akibat yang 
mengganggu kedudukan negara pantai sebagai suatu negara yang 
berdaulat. Kebijaksanaan umum yang berkembang kemudian adalah 
untuk sedapat mungkin mengadakan pembatasan terhadap kehadiran 
atau lewatnya kapal-kapal asing pada wilayah laut yang terletak 
berdampingan dengan pantai suatu negara. Kompromi yang dihasilkan 
dari adanya pertentangan di antara dua kepentingan yang sama 
kuatnya ini akhirnya melahirkan suatu doktrin baru yang lahir dalam 
bentuk konsepsi lintas damai, yaitu pemberian suatu hak kepada 
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kapal-kapal asing untuk melintasi wilayah laut yang berada dalam 
yurisdiksi (dan dengan demikian kedaulatan) suatu negara dengan 
pembatasan-pembatasan tertentu.47 
Secara umum, Pasal 45 konvensi hukum laut internasional 
mengatur mengenai hak lintas damai bagi kapal-kapal asing untuk 
melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Hak lintas 
damai dapat diterapkan pada selat-selat dimana lintas transit tidak 
berlaku. 
Dalam konvensi Jenewa tentang laut teritorial dan jalur 
tambahan 1958, kriteria damai bagi suatu lintasan ditetapkan sebagai 
so long as it is not prejudicial to the peace, good order or security of 
the coastal state. Konsepsi yang sama masi dapat ditemukan dalam 
pasal 19 dari konvensi hukum laut 1982. Perbedaannya baru dapat 
ditemukan dalam bagian berikutnya yang memerinci tentang kegiatan-
kegiatan yang dianggap tidak damai.48 
Pelaksanaan Hak Lintas Damai haruslah: 
1. Tidak mengancam atau menggunakan kekerasan yang 
melanggar Integritas Wilayah, Kemerdekaandan politik 
negara pantai. 
2. Tidak melakukan latihan militer atau sejenisnya tanpa seizin 
negara pantai. 
                                                          
47Etty R. Agoes 1991. Konvensi Hukum Laut 1982 Masalah Pengaturan Hak 
Lintas Kapal Asing, Bandung: Abardin. Hlm 118 
48
Ibid. Hlm 121 
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3. Tidak melakukan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan 
informasi tertentu yang melanggar keamanan ketertiban 
negara pantai. 
4. Tidak melakukan tindakan propaganda yang melanggar 
keamanan ketertiban negara pantai. 
5. Tidak melakukan peluncuran, pendaratan dari atas kapal 
apapun termasuk kapal militer. 
6. Tidak melakukan bongkar muat komoditas, penumpang, 
mata uang yang melanggar aturan customs, fiscal, 
immigration, or sanitary laws negara pantai. 
7. Tidak melakukan aktivitas yang menyebabkan pencemaran. 
8. Tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan. 
9. Tidak melakukan kegiatan penelitian. 
10. Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu ke sistem 
komunikasi negara pantai. 
11. Kapal-kapal selam harus menampakkan dirinya di 
permukaan serta menujukkan bendera negaranya. 
Pasal 32 UNCLOS memberikan pengecualian bagi kapal perang 
atau kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial. 
Pasal 29 UNCLOS memberikan definisi kapal perang yaitu suatu kapal 
yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu negara yang memakai 
tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan kapal tersebut, 
di bawah komando seorang perwira, yang diangkat oleh pemerintah 
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Negaranya dan namanya terdaftar dinas militer yang tepat atau daftar 
yang serupa yang diawasi oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin 
angkatan bersenjata reguler. 
Dengan demikian, Konvensi Hukum Laut 1982 dapat dikatakan 
telah berhasil dalam menetapkan suatu pengaturan yang lebih jelas 
mengenai pelaksanaan hak lintas damai, dan negara pantai tidak 
dibenarkan untuk mengurangi atau menghalangi pelaksanaan hak 
lintas damai tersebut. 
2. Lintas Transit 
Pengertian lintas transit terdapat pada pasal 38 ayat 2 UNCLOS 
1982 yang menyatakan bahwa: 
Lintas transit berarti pelaksanaan kebebasan pelayaran dan 
penerbangan berdasarkan Bab ini semata-mata untuk tujuan 
transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin 
antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan 
bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya. Namun 
demikian persyaratan transit secara terus menerus, langsung 
dan secepat mungkin tidak menutup kemungkinan bagi lintas 
melalui selat untuk maksud memasuki, meninggalkan atau 
kembali dari suatu Negara yang berbatasan dengan selat itu, 
dengan tunduk pada syarat-syarat masuk Negara itu.49 
 
Perlu diperhatikan bahwa untuk dapat disebut sebagai suatu 
lintas transit, faktor utama yang menentukan adalah kedudukan selat 
sebagai perairan yang menghubungkan satu bagian dari laut lepas atau 
zona ekonomi eksklusif dengan bagian lain dari laut lepas atau zona 
ekonomi eksklusif. Oleh karena itu untuk dapat dianggap sebagai lintas 
                                                          
49Pasal 38 ayat 2 UNCLOS terjemahan. 
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transit, suatu lintasan harus dimulai dan/atau berakhir pada satu bagian 
dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif. Akan tetapi hal ini tidak 
berarti bahwa pada selat demikian hanya berlaku rejim lintas transit 
saja, karena masih dimungkinkan juga berlakunya rejim lintas damai 
selama lintasan tersebut bukan merupakan salah satu dari ketiga 
bentuk lintasan tersebut di atas. Berbeda dengan lintas damai, untuk 
lintas transit tidak ada pembedaan persyaratan-persyaratan untuk 
pelaksanaan lintas itu sendiri, maupun kewajiban untuk meminta izin 
maupun memberitahukan terlebih dahulu. Di  samping itu, pasal 38 ayat 
1 menjamin lintas transit bagi segala jenis kapal maupun pesawat 
udara tanpa ada pembedaan berdasarkan jenis atau kategori. Dengan 
demikian lintas transit berlaku juga bagi kapal-kapal perang maupun 
pesawat udara militer. Meskipun demikian, dalam lintas transit tidak ada 
keharusan untuk meminta izin maupun memberitahukan terlebih 
dahulu.50 
Dengan demikian, lintas transit hanya berlaku bagi51: 
1. Lintasan melalui selat tanpa berhenti dari dua arah 
2. Lintasan melalui sebagian dari selat dari selat untuk 
memasuki atau meninggalkan negara pantai dan 
3. Lintasan dari negara pantai melalui sebagian dari selat 
menuju ke laut lepas ZEE. 
                                                          
50Etty R.Op.Cit., Hlm 129. 
51
Alma Manuputty Pattieuw.Op.Cit., Hlm. 30. 
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Berdasarkan pasal 44 KHL 1982, negara pantai yang 
berbatasan dengan selat adalah suatu kewajiban untuk tidak 
menghambat lintas transit, negara pantai juga harus mengumumkan 
setiap adanya bahaya yang diketahuinya baik bagi pelayaran maupun 
penerbangan.Konvensi 1982 hanya memberi kekuasaan kepada 
negara pantai untuk membuat peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan lintas transit hanya bagi kapal. Sedangkan bagi 
pesawat udara,kewajiban mereka berdasarkan secara khusus dimuat 
dalam pasal 39 Konvensi Hukum Laut 1982 didasarkan semata-mata 
pada pelanggaran terhadap kewajiban internasional. 
3. Lintas Alur Laut (right of archipelagic sea lanes passage) 
Di dalam perairan kepulauan, kapal-kapal asing selain 
mempunyai hak untuk melakukan lintas damai juga berhak 
melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan. 
Lintas alur laut kepulauan adalah merupakan kompromi antara 
hak lintas damai yang semula diperjuangkan oleh negara-negara 
kepulauan disatu pihak dan rejim kebebasan pelayaran yang semula 
diperjuangkan oleh negara-negara maritim di lain pihak.52 
 
Hak lintas alur laut kepulauan (right of archipelagic sea lanes 
passage) 
 
1. Suatu Negara Kepulauan dapat menentukan alur laut dan 
rute penerbangan di atasnya, yang cocok digunakan untuk 
lintas kapal dan pesawat udara asing yang terus menerus 
                                                          
52Alma Manuputty Pattileuw, Op.Cit., Hlm. 56. 
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dan langsung serta secepat mungkin melalui atau di atas 
perairan kepulauannya dan laut teritorial yang berdampingan 
dengannya. 
2. Semua kapal dan pesawat udara menikmati hak lintas alur 
laut kepulauan dalam alur laut dan rute penerbangan 
demikian. 
3. Lintas alur laut kepulauan berarti pelaksanaan hak pelayaran 
dan penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
Konvensi ini dalam cara normal semata-mata untuk 
melakukan transit yang terus menerus, langsung dan 
secepat mungkin serta tidak terhalang antara satu bagian 
laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas 
atau zona ekonomi eksklusif lainnya. 
4. Alur laut dan rute udara demikian harus melintasi perairan 
kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan dan 
mencakup semua rute lintas normal yang digunakan sebagai 
rute atau alur untuk pelayaran internasional atau 
penerbangan melalui atau melintasi perairan kepulauan dan 
di dalam rute demikian, sepanjang mengenai kapal, semua 
alur navigasi normal dengan ketentuan bahwa duplikasi rute 
yang sama kemudahannya melalui tempat masuk dan keluar 
yang sama tidak perlu. 
5. Alur laut dan rute penerbangan demikian harus ditentukan 
dengan suatu rangkaian garis sumbu yang bersambungan 
mulai dari tempat masuk rute lintas hingga tempat ke luar. 
Kapal dan pesawat udara yang melakukan lintas melalui alur 
laut kepulauan tidak boleh menyimpang lebih dari pada 25 
mil laut ke dua sisi garis sumbu demikian, dengan ketentuan 
bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh 
berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 10% jarak 
antara titik-titik yang terdekat pada pulau-pulau yang 
berbatasan dengan alur laut tersebut. 
6. Suatu Negara kepulauan yang menentukan alur laut menurut 
ketentuan pasal ini dapat juga menetapkan skema pemisah 
lalu lintas untuk keperluan lintas kapal yang aman melalui 
terusan sempit dalam alur laut demikian. 
7. Suatu Negara kepulauan, apabila keadaan menghendaki, 
setelah untuk itu mengadakan pengumuman sebagaimana 
mestinya, dapat mengganti alur laut atau skema pemisah 
lalu lintas yang telah ditentukan atau ditetapkannya 
sebelumnya dengan alur laut atau skema pemisah lalu lintas 
lain. 
8. Alur laut dan skema pemisah lalu lintas demikian harus 
sesuai dengan peraturan internasional yang diterima secara 
umum. 
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9. Dalam menentukan atau mengganti alur laut atau 
menetapkan atau mengganti skema pemisah lalu lintas, 
suatu Negara kepulauan harus mengajukan usul-usul 
kepada organisasi internasional berwenang dengan maksud 
untuk dapat diterima. Organisasi tersebut hanya dapat 
menerima alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang 
demikian sebagaimana disetujui bersama dengan Negara 
kepulauan, setelah mana Negara kepulauan dapat 
menentukan, menetapkan atau menggantinya. 
10. Negara kepulauan harus dengan jelas menunjukkan sumbu-
sumbu alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang 
ditentukan atau ditetapkannya pada peta-peta yang harus 
diumumkan sebagaimana mestinya. 
11. Kapal yang melakukan lintas alur laut kepulauan harus 
mematuhi alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang 
berlaku yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal ini. 
12. Apabila suatu Negara kepulauan tidak menentukan alur laut 
atau rute penerbangan, maka hak lintas alur laut kepulauan 
dapat dilaksanakan melalui rute yang biasanya digunakan 
untuk pelayaran internasional. 
 
Pasal 53 ayat 1 menyebutkan bahwa suatu negara 
kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan di 
atasnya,yang dapat digunakan secara terus menerus dan langsung 
serta cepat jika melalui perairan kepulauan tersebut atau di atas 
perairan kepulauan tersebut. Pasal 49 Konvensi hukum laut 1982 
menjelaskan bahwa hak dari negara kepulaaun sebagai negara 
berdaulat atas perairan dan ruang udara di atasnya untuk 
menentukan sea lanes dan air routes. 
Sesuai dengan ketentuan pasal 54 KHL 1982, suatu negara 
kepulauan dapat menetapkan peraturan perundang-undangan dalam 
al mengatur pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan oleh kapal-
kapal meupun pesawat udara. Namun pada pasal 42, wewenang 
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negara kepulauan berbatas pada empat masalah utama yakni 
mengenai pelayaran, pencegahan dan pengendalian pencemaran, 
pencegahan penangkapan ikan, serta bea cukai, imigrasi dan saniter. 
Dalam penetapan peraturan perundang-undangan, tidak 
diperkenankan bagi negara kepulauan untuk bersikap diskriminasi 
terhadap pengaturan bagi kapal-kapal dan pesawat udara asing. 
Yang perlu diperhatikan dalam konvensi mengenai lintas alur 
laut kepulauan adalah mengenai hak negara kepulauan untuk 
menetapkan alur-alur laut dan skema pemisa lalu lintas ini dibuat untuk 
menjamin hak lintas alur laut kepulauan sebagaimana yang ditetapkan 
dalam KHL 1982.  
Kepentingan internasional ini dijamin dengan menentukan rute-
rute untuk dipergunakan dalam perlintasan tersebut, yang dinamakan 
“alur-alur laut”, baik yang disediakan untuk kapal niaga, untuk kapal 
perang dan kategori kapal lainnya. Penentuan “alur laut” ini hendaknya 
dapat menampung kepentingan-kepentingan tertentu seperti kapal-
kapal niaga, kapal ikan, kapal perang termasuk kapal selam dan 
sekaligus menyatakan alur ini sebagai alur lintas laut damai. Selain 
dari itu dengan ditentukannya alur laut tersebut berarti akan 
mempermudah pengontrolan secara efisien dan efektif dalam 
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pelaksanaan patroli, baik oleh unsur konstrabuler maupun unsur 
pertahanan.53 
Seperti yang telah kita bahas sebelumnya yakni mengenai hak 
lintas damai dan hak lintas transit, tentu keduanya memiliki perbedaan 
yang signifikan dengan hak lintas alur laut, selanjutnya akan dibahas 
mengenai perbedaan antara hak lintas damai dengan hak lintas alur 
laut kepulauan dan perbedaan hak lintas transit dengan hak lintas alur 
laut kepulauan. 
a. Perbedaan hak lintas damai dengan hak lintas alur laut. 
Pada dasarnya rute yang digunakan untuk pelaksanaan 
lintas damai dan lintas alur laut kepulauan adalah sama. 
Ketika mendiskusikan pelaksanaan hak lintas damai dan 
lintas alur laut kepulauan, hal ini sangat sulit untuk 
membedakan apakah suatu kapal ketika melintas di perairan 
kepulauan sedang menikmati hak lintas damai atau ak lintas 
alur laut kepulauan. Oleh karena itu, merupakan hal sangat 
penting untuk membedakan kedua hak tersebut. Djalal, 
menyarankan adanya perbedaan sebagai berikut 54: 
a. Dalam lintas damai “kapal selam dan wahan bawah laut 
lainnya disyaratkan untuk bernavigasi di permukaan laut 
dan menunjukkan bendera”, akan tetapi untuk lintas alur 
                                                          
53Pandoyo, Toto. 1985. Wawasan Nusantara dan Implementasinya dalam UUD 
1945 serta Pembangunan Indonesia, Jakarta: Bina Aksara. Hlm 79 
54Buntoro, Kresno. 2012. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Prospek dan 
Kendala, Jakarta Selatan: SEKOAL. Hlm 59 
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laut kepulauan mereka diperbolekan untuk bernavigasi 
secara normal. Oleh karena itu, dalam alur laut 
kepulauan ada kemungkinana akan ada lintas 
kapal/wahana di bawah/dalam air; 
b. Dalam lintas damai tidak ada hak penerbangan, 
sedangkan di lintas alur laut kepulauan hak penerbangan 
diperbolehkan ddengan melalui rute udara di atas alur 
laut; 
c. Hak lintas damai dapat ditangguhkan, sedangkan hak 
lintas alur laut kepulauan tidak dapat ditangguhkan 
walaupun alur laut kepulauannya dapat diganti/ 
”substituted”; 
d. Dalam lintas damai, negara kepulauan mempunyai 
kekuasaaan yang lebih untuk mengatur dan 
melaksanakan kontrol, sedangkan lintas alur laut 
kepulauan hak negara kepulauan ini lebih terbatas; 
e. Tidak ada aturan yang jelas dalam hukum internasional 
terkait dengan persyaratan “pemberitahuan” atau “ijin” 
bagi kapal perang untuk bernavigasi dengan hak lintas 
damai di laut teritorial. Beberapa negara mensyaratkan 
adanya “pemberitahuan” atau “izin” bagi kapal perang 
jika akan melintas di perairannya dengan menggunakan 
hak lintas damai, akan tetapi banyak negara yang 
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menentang persyaratan ini. Dalam lintas alur laut 
kepulauan tidak ada persyaratan “ pemberitahuan” atau “ 
izin” untuk melintas menggunakan hak alur laut 
kepulauan bagi kapal perang atau pesawat udara militer. 
b. Perbedaan hak lintas transit dan hak lintas alur laut 
kepulauan. 
Lintas transit dan lintas ALK adalah merupakan rezim lintas 
yang baru, kedua hak lintas ini juga merupakan hak lintas 
yang bebas jika dibandingkan dengan hak lintas damai. 
Ada beberapa perbedaan yang mendasar antara lintas 
transit dan lintas alur laut kepulauan. Pasal 38 (2) LOSC 
terkait dengan lintas transit melalui selat untuk pelayaran 
internasional mengacu kepada kebebasan pelayaran 
(freedom of navigation) melalui selat, sementara Pasal 53 
LOSC terkait dengan lintas alur laut kepulauan mengacu 
pada hak melintas (rights of passage). Dalam alur laut 
kepulauan, hak pelayaran harus dikualifikasikan pada 
“normal mode of navigation”, yang tidak ditemui dalam rejim 
lintas transit, yang tidak ada kualifikasi bagaimana suatu 
kapal atau pesawat udara  harus melintas. Pasal 53(3) 
LOSC mengacu pada kata “tidak terhalang” (unobstructed)  
dalam melintas di alur laut kepulauan, sementara pasal 38 
(1) LOSC terkait dengan lintas transit di selat untuk 
49 
 
pelayaran internasional menggunakan istilah “impeded”. 
Selanjutnya, alur laut kepulauan harus 
dijelaskan/digambarkan dengan suatu garis sumbu yang 
berkelanjutan, dengan batasan kapal dan pesawat udara 
tidak boleh menyimpang ke kanan/ke kiri sejauh dari 25 mil 
laut selama melintas dan tidak boleh berlayar atau terbang 
mendekat ke pantai lebih dari 10 persen dari lebar alur laut 
kepulauan. Batasan-batasan itu tidak ditemui di rejim lintas 
transit.55 
Penentuan ALK memerlukan proses yang panjang. Proses 
penentuan ALK  meliputi survei, pertemuan nasional(melibatkan 
berbagai lembaga, institusi, birokrasi maupun akademisi), konsultasi 
dengan negara-negara tetangga dan negara yang tertarik dengan 
masalah pelayaran serta organisasi-organisasi yang terkait dengan 
masalah pelayaran, seperti halnya International Maritime Organization 
(IMO), International Hydrographic Organization (IHO), International 
Civil Aviation Organization (ICAO). 
Apabila negara kepulauan tidak atau belum menetapkan alur 
laut kepulauannya, maka penyelenggaraan rezim lintas alut laut 
kepulauan oleh negara-negara maritim akan mengacu pada “routes 
normally used for international navigation”sesuai dengan pasal 53 ayat 
12 KHL 82. Dari uraian tersebut terlihat adanya kerugian di pihak 
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negara kepulauan bila negara kepulauan tersebut belum atau tidak 
menetapkan ALK-nya. Kerugian-kerugian yang dimaksud adalah 
sebagai berikut56: 
1. Azas negara kepulauan kurang dihormati 
2. Negara-negara maritim dunia akan tetap menggunakan 
“routes normally used for international navigation”yang 
tersebar diseluruh perairan kepulauan. Kondisi demikian 
akan menyulitkan pengawasan dan pengamanan oleh 
negara kepulauan sehingga dapat merugikan baik 
kepentingan negara kepulauan itu sendiri maupun pelintas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
56
Forum Strategi TNI-AL ke empat Tahun 1991 tema Penetapan dan Pengaturan 
“SEA LANES” Sebagai Tindak Lanjut UU RI No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan 
Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Jakarta. Hlm 36 
51 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah suatu wilayah atau tempat di mana 
penelitian tersebut dilakukan. Dalam rangka penulisan skripsi,penulis 
mengambil lokasi penelitiandi kota Makassar, tepatnya di instansi yang 
berkaitan dengan masalah yang di bahas oleh penulis serta lokasi yang 
dianggap dapat memperoleh data yang mampu menjadi acuan bagi 
penulis dalam melakukan penelitian serta pembuatan skripsi ini. Secara 
khusus penulis menetapkan lokasi penelitian tersebut di beberapa tempat, 
yakni: 
1. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VI (Lantamal VI) SULSEL. 
2. Pangkalan Utama POLAIRUD SULSEL 
3. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin 
4. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun sumber data yang kelak menjadi sumber informasi yang 
digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara 
langsung, dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari pihak 
terkait. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian 
pustaka, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, 
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bahan-bahan laporan, artikel serta bahan literatur lainnya yang 
berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam hal pengumpulan data, teknik yang digunakan penulis untuk 
mendapat data atau informasi adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan 
landasan teoritis dengan membaca buku-buku, peraturan 
perundang-undangan, bahan-bahan laporan, artikel serta bahan 
literatur lainnya yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian ini dilakukan dengan langsung ke lokasi penelitian 
melakukan wawancara kepada instansi atau pihak yang berkaitan 
langsung dengan objek penelitian ini untuk mengumpulkan data 
primer. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh atas hasil pengumpulan data yang dilakukan 
dalam penelitian adalah data yang sifatnya kualitatif dengan pengolahan 
data digunakan analisis kualitatif. Data hasil dari penelitian pustaka dan 
penelitian lapangan kemudian dianalisis dengan cara deskriptif yaitu data 
dari hasil wawancara oleh instansi atau pihak terkait baik yang berupa 
tulisan maupun lisan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. IMPLIKASI HUKUM TERKAIT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN 
OLEH KAPAL ASING DI WILAYAH ALKI (ALUR LAUT 
KEPULAUAN INDONESIA) 
 
1. Alur Laut Kepulauan Berdasarkan Unclos 1982 dan 
Perundang-Undangan Nasional 
Ketentuan-ketentuan konvensi tentang hak lintas bagi kapal 
menunjukkan bahwa pada dasarnya ketentuan-ketentuan yang 
dirumuskan di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut merupakan 
suatu usaha kompromi. Ironisnya, di satu pihak negara kepulauan, 
diwajibkan untuk tidak menghalangi pelaksanaan hak lintas alur laut 
kepulauan karena hal ini merupakan bagian dari pelayaran 
internasional, dan merupakan kepentingan bersama masyarakat 
internasional. Di lain pihak Pasal 49 ayat 4 memberikan jaminan 
bahwa hak lintas alur laut kepulauan ini tidak akan mempengaruhi 
pelaksanaan kedaulatan negara kepulauan atas perairan kepulauan, 
ruang udara dan tanah di bawahnya.57 
Sebelum berlakunya secara umum KHL 1982. Indonesia telah 
meratifikasikannya melalui UU RI No. 17 Tahun 1985. Sesuai 
ketentuan ini pasal 310 Konvensi Hukum Laut 1982, konvensi ini 
berlaku efektif satu tahun sesudah diterimanya ratifikasi yang ke 60 
                                                          
57Ibid. Hlm 275. 
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oleh SEKJEN PBB. Pembentukan kovensi pada tahun 1994 dan 
bahkan sebelumnya tindakan penandatanganannya mempunyai arti 
sangat penting bagi Indonesia sebagai:58 
1. Keberhasilan perjuangan Bangsa Indonesia dalam mewujudkan 
negara kepulauan Indonesia sebaga satu kesatuan wilayah 
sesuai Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. 
2. Bukti pengakuan dunia terhadap “asas Nusantara” yang menjadi 
dasar perwujudan Kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan 
Poleksosbud Hankam. 
Tercantumnya rezim negara kepulauan dalam konvensi 1982 itu 
membuktikan pengakuan masyarakat internasional atas kedaulatan 
negara kepulauan untuk mengamankan dan melindungi kesatuan 
politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan bangsa dan negara serta 
demi kelestarian NKRI sebagai negara kepulauan.59 
Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan di atas 
wilayah perairannya harus disertai dengan pengakuan dan berbagai 
penghormatan terhadap hak lintas kapal asing terutama hak lintas 
alur-alur laut kepulauan untuk melintasi laut teritorial dan perairan 
kepulauan. Namun pada saat bersamaan hak lintas seperti ini 
disertai dengan berbagai macam persyaratan yang wajib dipatuhi 
oleh kapal asing, termasuk kewajiban untuk mengikuti dan 
                                                          
58Ibid. Hlm 21 
59Alma Manuputty Pattileuw. Op. Cit.  Hlm 56 
55 
 
menggunakan alur-alur laut kepulauan yang telah ditentukan oleh 
Indonesia sebagai negara kepulauan. 
Pengaturan mengenai ALK itu sendiri terdapat dalam UNCLOS 
1982 yakni pada Pasal 53 ayat 1 yang mengatakan bahwa suatu 
Negara Kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute 
penerbangan di atasnya, yang cocok digunakan untuk lintas kapal 
dan pesawat udara asing yang terus menerus dan langsung serta 
secepat mungkin melalui atau di atas perairan kepulauannya dan laut 
teritorial yang berdampingan dengannya. Kemudian ditambahkan 
pada Pasal 53 ayat 3 yang mengatakan bahwa lintas alur laut 
kepulauan berarti pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dengan cara normal 
semata-mata untuk melakukan transit yang terus menerus, langsung 
dan secepat mungkin serta tidak terhalang antara satu bagian laut 
lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona 
ekonomi eksklusif lainnya. 
Aturan seperti ini juga menunjukkan bahwa negara kepulauan 
yang telah diperjuangkan Indonesia telah membuahkan hasil dan 
ALK merupakan suatu hak negara lain untuk melakukan lintasan di 
perairan negara kepulauan tersebut. ALK menurut penulis adalah 
jalur lalu lintas laut Internasional yang dapat digunakan oleh kapal 
asing maupun pesawat udara asing dengan aman dalam melakukan 
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lintasan dan tidak menimbulkan kerugian ataupun ancaman bagi 
negara kepulauan itu sendiri. 
Ratifikasi UNCLOS 1982 memberikan keuntungan kepada 
Indonesia karena dengan demikian Indonesia diakui di dunia 
Internasional sebagai negara kepulauan dalam suatu kesatuan yang 
utuh dan bulat, serta pengakuan atas kedaulatan dan hukum RI di 
wilayah dan yurisdiksi perairannya. Namun dengan adanya 
pengaturan mengenai negara kepulauan, maka Indonesia harus 
mempertimbangkan dan mengakui hak-hak negara lain khususnya 
hak untuk melintas di perairan kepulauan Indonesia. Berdasarkan 
pasal 53 ayat 1 yang mengatakan bahwa Suatu Negara Kepulauan 
dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan di atasnya, yang 
cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat udara asing yang 
terus menerus dan langsung serta secepat mungkin melalui atau di 
atas perairan kepulauannya dan laut teritorial yang berdampingan 
dengannya, maka dengan demikian negara kepulauan dapat 
menentukan sendiri bagian yang dapat dilalui oleh kapal dan 
pesawat udara yang melakukan lintas pelayaran dan penerbangan, 
di mana penentuan ini sangat penting karena berkaitan dengan 
kepentingan keamanan maupun sumber kekayaan alamnya 
termasuk perlindungan lingkungan laut bagi kepentingan rakyat. 
Sebelum menetapkan ALK tersebut, negara kepulauan harus 
mengajukan usul-usul kepada organisasi internasional yang 
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berwenang, di mana organisasi tersebut hanya dapat menerima alur 
laut yang disetujui bersama dengan negara kepulauan, dan hal ini 
tercantum pada pasal 53 ayat 9. Dengan demikian, dapat kita artikan 
bahwa tanpa adanya persetujuan dengan organisasi yang 
berkompeten dalam hal ini IMO bersama negara kepulauan, maka  
penetapan ALK yang telah ditentukan oleh negara kepulauan 
tersebut tidak dapat dilakukan. 
Penentuan ALK sebenarnya tidak diharuskan, negara 
kepulauan boleh saja tidak menentukan ALKnya, akan tetapi apabila 
ALK tidak ditetapkan, maka semua kapal diperbolehkan melewati 
jalur-jalur navigasi normal yang biasanya digunakan untuk pelayaran 
internasional (“routes normally used for internasional navigation”) 
sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 12 UNCLOS 1982 yang 
mengatakan bahwa apabila suatu negara kepulauan tidak 
menetapkan Alur-Alur Laut dan rute-rute penerbangan di atasnya, 
maka hak lintas alur laut kepulauan dapat dilaksanakan melalui rute-
rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional. 
Dalam melakukan lintasan di ALK, Konvensi Hukum laut 
mengatur tentang kewajiban kapal-kapal yang melakukan lintasan, 
yaitu: 
a. Pasal 53 ayat 5 UNCLOS 1982 mengatur tentang kapal dan 
pesawat udara yang melakukan lintasan ALK tidak boleh 
menyimpang lebih dari 25 mil laut dari ke dua sisi dari garis 
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sumbu, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara 
tidak boleh berlayar dan terbang dekat pantai kurang dari 10 
% jarak antara titik terdekat pada pulau-pulau yang 
berbatasan dengan alur laut tersebut. 
b. Pasal 39 yang berlaku mutatis mutandis berdasarkan pasal 
54 menetapkan kewajiban-kewajiban bagi kapal dan 
pesawat udara selama mereka melaksanakan lintas alur laut 
kepulauan yang merupakan pengamanan terhadap setiap 
tindakan yang dapat membahayakan atau mengancam 
keamanan negara kepulauan. Ayat 1 pasal 39 menyatakan 
bahwa kapal-kapal dan pesawat udara dalam melaksanakan 
lintas ALK wajib melakukan lintas ALK melalui alur-alur laut 
dan melalui rute-rute di atasnya dengan syarat-syarat 
sebagai berikut:60 
1. Tidak melakukan ancaman atau tidak menggunakan 
kekerasan apapun terhadap kedaulatan, keutuhan 
wilayah dan kemerdekaan politik negara kepulauan 
atau dengan lainnya apapun yang bertentangan 
dengan prinsip-prnsip hukum internasional umum 
yang terkandung dalam piagam PBB. 
2. Tidak melakukan tindakan apapun yang tidak terkait 
dengan cara-cara lintasan normal yang 
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berkesinambungan dan cepat, kecuali terpaksa 
karena force majeur atau karena dalam keadaan 
bahaya (distress). 
3. Tunduk pada ketentuan-ketentuan yang bersangkutan 
dalm Bab ini yang relevan. 
Dalam menerapkan penetapan ALK, maka pada tahun 1996 
setelah berkonsultasi dengan perwakilan IMO, Indonesia kemudian 
disarankan untuk mengadakan konsultasi dengan IHO terkait dengan 
masalah hidrografi antara lain keselamatan pelayaran dan 
lingkungan hidup. Selanjutnya Indonesia disarankan oleh IMO untuk 
mengirimkan surat secara resmi kepada Sekjen IMO tentang 
pengajuan proposal penentuan ALKI. Indonesia adalah negara 
kepulauan pertama di dunia yang mengajukan ALK ke IMO. Dengan 
persetujuan IMO dan negara kepulauan lainnya, kemudian 
ditetapkan 3 ALKI. 3 ALKI tersebut yang dapat digunakan untuk 
melintasi perairan Indonesia dari utara ke selatan atau dari selatan 
ke utara. 
Secara umum, ALKI mengakomodasi berbagai kepentingan di 
laut yang menyangkut pelayaran dan hal-hal lain yang terkait dengan 
transportasi baik laut maupun udara. Indonesia sebagai negara 
kepulauan, memberikan hak-hak kepada negara asing, yakni hak 
melakukan pelayaran dan penerbangan secara terus menerus dan 
tidak terhalang dari satu bagian laut lepas ke laut lepas lainnya. Hal 
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ini berarti bahwa, kapal atau pesawat udara yang melakukan lintasan 
di ALK tidak boleh masuk ke pelabuhan kecuali dalam keadaan 
mendesak. Terbukanya ALKI ini menjadikan Indonesia sebagai 
negara yang rentan di bidang pertahanan dan keamanan, terutama 
terhadap kemungkinan infiltrasi dan subversi termasuk di dalamnya 
jaminan keamanan terhadap pengelolaan sumber daya laut di 
sepanjang dan sekitar ALKI tersebut. Di samping itu Indonesia 
berkewajiban agar setiap kapal yang melintas di jalur ALKI tersebut 
merasa aman dari segala bentuk ancaman dan gangguan serta 
bahaya yang akan terjadi. Dengan adanya ALKI ini pula, perairan 
Indonesia dapat digunakan sebagai penghubung antara samudera 
Pasifik dan Hindia sehingga perairan Indonesia sangat vital, dan 
strategis bagi masyarakat Internasional. 
Pada sidang Komite Keselamatan Maritim (Maritime Safety 
Committee) atau MSC-69 tahun 1998 di London, dalam rangka 
pemberlakuan ALKI secara Internasional, pemerintah RI kemudian 
diwajibkan untuk mengundangkannya dalam bentuk peraturan 
perundang-undangan nasional yang disampaikan kepada IMO untuk 
diumumkan. Indonesia telah menetapkan lintas ALK yang diatur 
dalam perundang-undangan Indonesia antara lain UU No. 6 Tahun 
1996 tentang perairan Indonesia, UU No. 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran, dan PP No. 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban 
Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas 
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Alur Laut Kepulauan Melalui Rute yang telah ditetapkan, PP No. 5 
Tahun 2010 tentang Kenavigasian. 
Berdasarkan pasal 54 KHL 1982, pasal 42 ayat 1 yang berlaku 
secara mutatis dan mutandis pada pelaksanaan lintas ALK, 
memberikan hak kepada negara pantai untuk menetapkan 
perundang-undangan yang diperlukan untuk menjamin perlindungan 
bagi Alur Laut Kepulauannya. Implementasi ketentuan KHL 1982 
tersebut dapat dilihat dalam UU No. 6 Tahun 1996 khususnya pada 
pasal 18 dan pasal 19 dan selanjutnya dalam PP No. 37 Tahun 
2002. 
Dalam Pasal 2 PP No. 37 Tahun 2002 menyatakan kapal dan 
pesawat udara asing dapat melaksanakan hak lintas ALK melalui 
bagian tertentu laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia. Hak 
Lintas Alur Laut Kepulauan harus dilaksanakan melalui ALK dan rute 
udara di atasnya yang telah ditentukan. PP ini tidak mengurangi hak 
kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan 
Indonesia untuk melaksanakan hak lintas damai tanpa memasuki 
perairan pedalaman Indonesia, sebab lintas alur laut kepulauan 
merupakan pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan yang 
bertujuan melintas dari satu bagian laut bebas atau ZEE ke bagian 
lain dari laut bebas atau ZEE lainnya. 
Lintas Alur Laut Kepulauan harus dilaksanakan secara cepat 
dengan cara normal dengan tujuan untuk melintas secara langsung, 
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terus menerus, tidak terputus dan tidak terhalang. Kapal dan 
pesawat udara dalam melaksanakan hak lintas Alur Laut Kepulauan 
harus mengikuti syarat-syarat sebagai berikut:61 
a. Tidak boleh menyimpang lebh dari 25 mil laut ke kanan 
ataupun ke kiri dari garis sumbu alur laut, selanjutnya kapal 
dan pesawat udara tidak boleh berlayar atau terbang 
mendekat ke pantai atau wilayah darat sebesar 10 % dari 
jarak antara titik terdekat pulau yang berbatasan dengan alur 
laut kepulauan, dan pesawat udara tidak boleh mendarat di 
wilayah daratan Indonesia, kecuali dalam keadaan force 
majeure atau kecelakaan. 
b. Tidak boleh mengancam atau menggunakan kekuatan 
bersenjata, kekerasan atau yang mengancam atau 
membahayakan kedaulatan, kesatuan wilayah atau 
kemerdekaan  politik Indonesia atau kegiatan lain yang 
melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang 
tercantum dalam Piagam PBB. 
c. Tidak boleh melaksanakan kegiatan latihan peperangan atau 
menggunakan senjata dengan amunisi. 
d. Tidak boleh terlibat dalam penyiaran gelap atau 
menyebabkan gangguan terhadap sistem telekomunikasi 
dan tidak melaksanakan komunikasi langsung yang tidak 
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sah dengan orang-orang atau kelompok orang di wilayah 
Indonesia. 
e. Tidak boleh melaksanakan riset ilmiah kelautan atau survei 
hidrografi, dengan menggunakan alat deteksi atau alat-alat 
lainya, keculi diizinkan untuk melakukan hal tersebut. 
f. Tidak boleh berhenti, membuang jangkar, atau bergerak 
mondar-mandir dilarang untuk dilakukan ketika sedang 
melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan, kecuali dalam 
keadaan darurat, atau sedang memberikan bantuan kepada 
orang atau kapal yang sedang dalam keadaan bahaya. 
g. Kapal asing, termasuk kapal ikan asing, dalam lintas alur laut 
kepulauan tidak boleh melaksanakan  kegiatan perikanan 
dan harus menyimpan semua peralatan perikanannya di 
palka. 
h. Kapal dan pesawat udara asing di lintas alur laut kepulauan 
tidak boleh menaikkan atau menurunkan orang, barang, 
keuangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan pajak, imigrasi, bea cukai, kecuali dalam keadaan 
darurat. 
i. Kapal asing di lintas alur laut kepulauan harus mengikuti 
peraturan internasional, prosedur dan praktek-praktek 
kebiasaan terkait dengan keselamatan pelayaran telah diatur 
dan diterima oleh masyarakat internasional termasuk aturan 
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penghindaran dari tabrakan kapal di laut dan harus 
mengikuti traffic separation scheme untuk keselamatan 
pelayaran. 
j. Kapal asing di alur laut kepulauan tidak boleh menyebabkan 
kerusakan dan penghancuran pada sarana bantu navigasi 
atau fasilitas atau kabel dan pipa bawah air di perairan 
Indonesia. 
k. Ketika melintasi, instalasi eksploitasi sumber daya alam, 
kapal asing dalam melaksanakan lintas alur laut kepulauan 
harus memperhatikan dengan mematuhi jalur-jalur 
keselamatan di sekeliling instalasi seperti itu. 
l. Pesawat udara asing di lintas alur laut kepulauan harus 
mengikuti aturan ICAO (untuk civil aircraft), dan selalu 
memonitor frekuensi yang telah ditetapkan oleh otoritas yang 
berkompeten atau frekuensi radio emergensi internasional, 
serta harus menghormati peraturan tentang keselamatan 
penerbangan dari ICAO. 
m. Kapal asing yang melaksanakan hak lintas alur laut 
kepulauan dilarang melakukan kegiatan pembuangan oli, oli 
bekas, dan kotoran lainnya di lingkungan laut, atau 
melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan 
internasional dan standar untuk mencegah, mengurang atau 
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mengendalikan polusi di laut oleh kapal dan dilarang juga 
untuk melakukan dumping  di perairan Indonesia. 
Selain memuat hak lintas, dalam PP No. 37 Tahun 2002 juga 
memuat larangan bagi kapal dan pesawat udara asing dalam hal 
melakukan riset kelautan atau survey hidrografi tanpa izin, 
membuang minyak, limbah minyak dan bahan-bahan lainnya yang 
dapat merusak lingkungan laut. Kapal asing hanya bisa melakukan 
kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan standar 
internasional tentang pencegahan, pengurangan, dan pengendalian 
pencemaran laut yang berasal dari kapal.Pesawat udara asing yang 
akan melakukan lintasan, diharuskan untuk menaati dan 
menghormati peraturan hukum ruang udara yang ditetapkan oleh 
Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. 
Pasal 10 ayat 1 PP No. 37 Tahun 2002 menetapkan setiap 
orang bertanggung jawab pada operasionalisasi kapal dan pesawat 
udara komersial yang berpotensi mengakibatkan kerugian dan 
kerusakan yang dapat dialami oleh Indonesia sebagai akibat dari 
tidak dipenuhinya ketentuan ALKI. Kemudian ayat 2 dari Pasal 10 PP 
tersebut mengatur mengenai negara bendera dari kapal atau negara 
pendaftaran pesawat udara harus bertanggung jawab terhadap 
kerugian dan kerusakan yang diderita oleh Indonesia sebagai akibat 
tidak ditaatinya peraturan ini oleh kapal atau pesawat udara dalam 
melaksanakan hak lintas ALK. 
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Selain peraturan yang ada dalam Pasal 10 PP tersebut, tidak 
ada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur bagaimana 
seharusnya  Indonesia melakukan tindakan atas kapal atau 
pesawat udara yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan 
terkait masalah ini. Selain pelanggaran yang terkait langsung dengan 
pelaksanaan hak lintas ALK, pelanggaran juga dapat terjadi di luar 
laut teritorial atau ZEE menggunakan hak lintas ALK sebagai tempat 
untuk menghindar atau cara untuk melarikan diri. 
Dalam peraturan mengenai ALK, tidak semua ketentuan 
tentang kelautan diatur, baik dalam konvensi maupun peraturan 
Nasional khususnya Indonesia dalam pengaturan mengenai ALKI. 
Salah satu diantaranya yaitu aktivitas militer. Berbicara mengenai 
implikasi hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal 
asing di wilayah ALKI, di mana implikasi hukum atau akibat hukum 
akan terjadi berdasarkan suatu peristiwa hukum yang terjadi, 
sementara dalam sistem penegakan hukum di Alur Laut Kepulauan 
belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang 
jenis pelanggaran yang ada di ALK tersebut, unsur atau delik tindak 
pidana atau pelanggaran yang ada, sanksi tindak pidana atau 
pelanggaran, aparat penyidik yang mempunyai kewenangan untuk 
memproses tindak pidana atau pelanggaran yang terjadi. 
Indonesia telah menetapkan ALK dan menformulasikan hak dan 
kewajiban yang boleh maupun tidak boleh dilakukan oleh kapal dan 
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pesawat udara ketika melaksanakan lintas ALK. Akan tetapi apabila 
ada kapal ataupun pesawat udara tidak mematuhi ketentuan 
dimaksud, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia belum 
ada yang mengatur tentang delik ataupun unsur-unsur pelanggaran 
termasuk sanksi yang dapat disangkakan serta siapa yang 
mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum 
tersebut.62 
Perbedaan antara hak lintas damai dengan hak lintas alur laut 
kepulauan dan perbedaan hak lintas transit dengan hak lintas alur laut 
kepulauan. 
c. Perbedaan hak lintas damai dengan hak lintas alur laut. 
Pada dasarnya rute yang digunakan untuk pelaksanaan 
lintas damai dan lintas alur laut kepulauan adalah sama. 
Ketika mendiskusikan pelaksanaan hak lintas damai dan 
lintas alur laut kepulauan, hal ini sangat sulit untuk 
membedakan apakah suatu kapal ketika melintas di perairan 
kepulauan sedang menikmati hak lintas damai atau ak lintas 
alur laut kepulauan. Oleh karena itu, merupakan hal sangat 
penting untuk membedakan kedua hak tersebut. Djalal, 
menyarankan adanya perbedaan sebagai berikut 63: 
f. Dalam lintas damai “kapal selam dan wahana bawah laut 
lainnya disyaratkan untuk bernavigasi di permukaan laut 
                                                          
62Ibid. Hlm 142. 
63Buntoro, Kresno. 2012. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Prospek dan 
Kendala, Jakarta Selatan: SEKOAL. Hlm 59 
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dan menunjukkan bendera”, akan tetapi untuk lintas alur 
laut kepulauan mereka diperbolekan untuk bernavigasi 
secara normal. Oleh karena itu, dalam alur laut 
kepulauan ada kemungkinana akan ada lintas 
kapal/wahana di bawah/dalam air; 
g. Dalam lintas damai tidak ada hak penerbangan, 
sedangkan di lintas alur laut kepulauan hak penerbangan 
diperbolehkan ddengan melalui rute udara di atas alur 
laut; 
h. Hak lintas damai dapat ditangguhkan, sedangkan hak 
lintas alur laut kepulauan tidak dapat ditangguhkan 
walaupun alur laut kepulauannya dapat diganti/ 
”substituted”; 
i. Dalam lintas damai, negara kepulauan mempunyai 
kekuasaaan yang lebih untuk mengatur dan 
melaksanakan kontrol, sedangkan lintas alur laut 
kepulauan hak negara kepulauan ini lebih terbatas; 
j. Tidak ada aturan yang jelas dalam hukum internasional 
terkait dengan persyaratan “pemberitahuan” atau “ijin” 
bagi kapal perang untuk bernavigasi dengan hak lintas 
damai di laut teritorial. Beberapa negara mensyaratkan 
adanya “pemberitahuan” atau “izin” bagi kapal perang 
jika akan melintas di perairannya dengan menggunakan 
69 
 
hak lintas damai, akan tetapi banyak negara yang 
menentang persyaratan ini. Dalam lintas alur laut 
kepulauan tidak ada persyaratan “ pemberitahuan” atau “ 
izin” untuk melintas menggunakan hak alur laut 
kepulauan bagi kapal perang atau pesawat udara militer. 
d. Perbedaan hak lintas transit dan hak lintas alur laut 
kepulauan. 
Lintas transit dan lintas ALK adalah merupakan rezim lintas 
yang baru, kedua hak lintas ini juga merupakan hak lintas 
yang bebas jika dibandingkan dengan hak lintas damai. 
Ada beberapa perbedaan yang mendasar antara lintas 
transit dan lintas alur laut kepulauan. Pasal 38 (2) LOSC 
terkait dengan lintas transit melalui selat untuk pelayaran 
internasional mengacu kepada kebebasan pelayaran 
(freedom of navigation) melalui selat, sementara Pasal 53 
LOSC terkait dengan lintas alur laut kepulauan mengacu 
pada hak melintas (rights of passage). Dalam alur laut 
kepulauan, hak pelayaran harus dikualifikasikan pada 
“normal mode of navigation”, yang tidak ditemui dalam rejim 
lintas transit, yang tidak ada kualifikasi bagaimana suatu 
kapal atau pesawat udara  harus melintas. Pasal 53(3) 
LOSC mengacu pada kata “tidak terhalang” (unobstructed)  
dalam melintas di alur laut kepulauan, sementara pasal 38 
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(1) LOSC terkait dengan lintas transit di selat untuk 
pelayaran internasional menggunakan istilah “impeded”. 
Selanjutnya, alur laut kepulauan harus 
dijelaskan/digambarkan dengan suatu garis sumbu yang 
berkelanjutan, dengan batasan kapal dan pesawat udara 
tidak boleh menyimpang ke kanan/ke kiri sejauh dari 25 mil 
laut selama melintas dan tidak boleh berlayar atau terbang 
mendekat ke pantai lebih dari 10 persen dari lebar alur laut 
kepulauan. Batasan-batasan itu tidak ditemui di rejim lintas 
transit.64 
 
 
 
 
2. Contoh Kasus Pelanggaran di Alur Laut Kepulauan Indonesia 
Pada tanggal 3 Juli 2003, media massa Indonesia memberitakan 
bahwa sebanyak lima pesawat tempur F-18 Hornet  milik Amerika 
Serikat melintas di Laut Jawa di atas Pulau Bawean (utara Pulau 
Jawa). Pesawat udara milik AS ini pertama kali dilaporkan oleh Pilot 
Bouraq kepada Air Traffic Control (ATC) di Surabaya dan Jakarta. Pilot 
Bouraq meloporkan bahwa kelima pesawat asing ini berada pada jalur 
penerbangan sipil yang ada di daerah itu. Pihak ATC/APP Soekarno-
                                                          
64Ibid. Hlm 66 
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Hatta, Juanda dan Ngurah Rai tidak bisa berkomunikasi dengan kelima 
pesawat udara milter tersebut. Oleh karena itu, mereka beranggapan, 
telah ada penerbangan gelap sedang melintas di ruang udara 
Indonesia. 
Pesawat tempur F-18 Hornet juga terlihat di radar Komando 
Pertahanan Udara Nasional (KOHANUDNAS). Mereka melakukan 
manuver di atas Pulau Bawean dan manuvernya sangat aneh dan 
membahayakan serta berlangsung selama lebih dari dua jam. TNI AU 
mengirimkan F-16 dari Skadron 3 untuk melakukan intersepsi terhadap 
pesawat tempur AS tersebut. Pilot F-16 melaporkan bahwa pesawat 
tempur F-18 dalam posisi menyerang dan rudalnya telah mengunci 
(locked missile) pesawatnya sebelum komunikasi di antara mereka 
terjadi. Akhirnya terjadi komunikasi antara F-16 dengan F-18. Pilot F-
16 memperkenalkan diri dengan menginformasikan bahwa mereka 
sedang melakukan patroli dan identifikasi. Dari rekaman video, 
penerbang Hornet menyatakan bahwa mereka berada di perairan 
Internasional dan memerintahkan kepada F-16 untuk menjauhi mereka 
dan kapal perangnya (“we are on international waters, stay away from 
out warships”),  dan menyebutkan squawk number,  penerbangan ini 
jelas tidak mempunyai izin melintas di wilayah udara nasional 
Indonesia. 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh pengintai udara 
maritim (Pesawat B-737) dan diidentifikasikan secara visual, pesawat 
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udara militer tersebut merupakan rombongan besar (gugus tugas) 
militer AS. Hasil identifikasi membuktikan bahwa pesawat tempur AS 
itu merupakan bagian dari gugus tugas yang berangkat dari Singapura 
menuju Australia (Headding 150 derajat ke selat Lombok). Gugus 
tugas itu terdiri dari USS Carl Vincent, 2 frigates, dan 1 destroyer  yang 
pada saat pengamatan berada di antara Pulau Madura dan Pulau 
Kangean (80 mil laut dari ALKI II). Pada saat pengamatan oleh 
pesawat B-737, terlihat banyak aktivitas udara yang dilakukan di kapal 
induk USS Carl Vinson seperti adanya lepas landas helikopter dan 
pesawat udara lainnya, termasuk pesawat patroli maritim Indonesia 
Boeing 737 selalu dibayang-bayangi oleh dua pesawat Hornet ketika 
melakukan pengamatan pada gugus tugas dimaksud. 
Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa AS tidak 
meratifikasi UNCLOS sehingga dengan berdasarkan bahwa Laut Jawa 
tesebut merupakan perairan internasional dan udara di atasnya adalah 
ruang udara internasional dimana berlaku kebebasan pelayaran dan 
penerbangan sehingga mereka melakukan pelayaran dan 
penerbangan di utara pulau jawa. Ini mungkin akan tetap jika UNCLOS 
belum berlaku secara internasional, namun sejak 18 November 1994, 
UNCLOS telah berlaku secara internasional, dan negara-negara yang 
tidak meratifikasi harus tetap menghormati aturan yang ada di 
UNCLOS. Selain itu karena peserta UNCLOS hampir seluruh negara di 
dunia dan telah diimplementasikan oleh semua negara peserta, maka 
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ketentuan dalam UNCLOS tersebut dapat menjadi hukum kebiasaan 
internasional (International Customary Law). Ini berarti bahwa negara 
yang tidak meratifikasi UNCLOS termasuk AS jika akan memasuki 
wilayah negara yang sudah meratifikasi harus tetap tunduk dan patuh 
terhadap ketentuan yang ada dalam UNCLOS. 
PP No. 37 Tahun 2002 menyatakan bahwa hak lintas alur laut 
kepulauan hanya dapat dilaksanakan di alur laut kepulauan yang telah 
ditetapkan. Indonesia berpendapat bahwa di laut Jawa belum/tidak 
ditetapkan sebagai alur laut kepulauan, karena rute yang biasa untuk 
pelayaran (routes normally used for international navigation) yang ada 
di sana belum ditetapkan sebagai alur laut kepulauan. Walaupun 
Indonesia mengakui bahwa di Laur Jawa terdapat rute yang biasa 
digunakan untuk pelayaran. Indonesia berpendapat bahwa rute yang 
biasa untuk pelayaran tidak secara otomatis dapat diberlakukan 
sebagai alur laut kepulauan. Oleh karena itu, hak alur laut kepulauan 
tidak ada di rute yang belum ditetapkan sebagai alur laut kepulauan.65 
AKBP. Aidin Makadomo. S.H., M.H. mengatakan bahwa untuk 
mengamankan perairan Indonesia khususnya di ALKI, aturan yang ada 
harus jelas, dan dengan wilayah perairan Indonesia yang begitu luas, 
diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sementara dalam 
menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia, termasuk ALKI, TNI 
AL memiliki peranan penting dalam hal ini. 
                                                          
65Ibid. Hlm. 221. 
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B. Pengelolaan oleh Otoritas RI terhadap ALKI yang Merupakan 
Jalur Lalu Lintas Internasional 
 
1. Kondisi Geografis ALKI 
Indonesia dalam menentukan ALK mempertimbangkan 
beberapa kriteria antara lain: kondisi hidrografi, perlindungan 
lingkungan laut, wilayah pertambangan, kabel dan pipa bawah laut, 
wilayah dumping dan pembuangan ranjau, wilayah perikanan, 
keamanan. Untuk mempersiapkan penentuan alur laut kepulauan 
pada tahun 1996, Indonesia melakukan survei dan riset terkait 
dengan kondisi geografi yang ada di wilayah alur laut kepulauan itu. 
Adapun kondisi geografis alur laut kepulauan, antara lain:66 
1. ALKI I, merupakan ALK yang menghubungkan Laut China 
Selatan, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat 
Sunda dan samudera Indonesia. ALKI ini mnghubungkan lalu 
lintas maritim dari Afrika, Australia Barat ke Laut China 
Selatan, Jepang dan sebaliknya. Adapun kondisi 
hidroseanografi antara lain: 
- Panjang ALK I ini kira-kira 615 mil laut 
- Kedalaman 50 - 14000 meter 
- Arus 1 - 3 knots 
- Tinggi gelombang 0,5 - 2 meter 
                                                          
66Ibid. Hlm. 38 – 45. 
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- Kecepatan angin 15 – 18 knots 
- Bahaya pelayaran, adanya kedangkalan di sekitar Pulau 
Jawa bagian Utara dengan kedalaman 20 meter dan 
sekitar selatan Selat Karimata dan keberadaan platform 
industri minyak di sekitar Kepulauan Seribu dan Pulau 
Sumatera. 
ALKI ini melewati wilayah pertambangan lepas pantai, 
setidaknya terdapat 16 anjungan minyak lepas pantai yang 
berada di Kepulauan Seribu dan Pulau Sumatera, antara lain 
konsesi minyak MAXUS dan ARIL. Keberadaan anjungan ini 
dapat membahayakan pelayaran, karena ada beberapa platform 
yang berada di sekitar 4 – 10 mil laut dari garis sumbu ALKI I. 
Untuk tu diperlukan sarana bantu navigasi yang memadai di 
wilayah pertambangan ini. Selain itu, di area ini terdapat tempat 
pembuangan ranjau/amunisi lama. Sebagian ranjau lama ini 
sudah dibersihkan, tetapi masih ada beberapa area yang perlu 
untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. ALKI I setidaknya 
melewati delapan daerah konservasi dan empat area masih 
dalam tahap pengusulan. Salah satu taman laut yang sudah 
ditetapkan terletak di wilayah Kepulauan Seribu yang berjarak 7 
mil laut dari garis sumbu ALK. ALKI I ini akan melalui daerah 
penangkapan ikan nelayan-nelayan dari Provinsi Riau ke Jawa. 
Selain itu daerah ini merupaka daerah penyebaran ikan cumi, 
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sotong dan ikan palagis. Untuk itu penggambaran dan pemetaan 
daerah perlindungan lingkungan maritim perlu dilakukan. Selain 
itu perlu diatur langkah-langkah untuk menjaga, mengurangi, dan 
mengontrol pencemaran laut di ALKI I, sebab ALKI I merupakan 
alur pelayaran yang sangat padat. 
2. ALKI II, ALK ini berada di Laut Sulawesi, Selat Makassar, 
Laut Flores, Selat Lombok. ALKI ini merupakan lalu lintas 
perdagangan dari Afrika ke Asia Tenggara dan Jepang, dari 
Australia ke Singapura, China, Jepang dan sebaliknya. Juga 
merupakan jalur khusus untuk kapal ikan dari Samudera 
Pasifik ke Samudera Hindia atau sebaliknya. Kondisi 
hidrografi yang ada antara lain : 
- Panjang Alur Laut sekitar 660 mil laut 
- Kedalaman 700 – 5000 meter 
- Arus 0,5 – 6 knots 
- Kecepatan angin 1,5 – 16 knots 
- Tinggi gelombang 1,5 – 2,0 meter 
- Bahaya pelayaran khususnya di bagian selatan dari Selat 
Makassar berupa kedangkalan yang disebabkan adanya 
karang, pulau-pulau kecil. 
ALKI II ini melewati wilayah pertambangan lepas pantai di sekitar 
Pulau Kangean dan Pulau Tengah (sebelah utara Selat 
Lombok), Konsesi pertambangan di wilayah ini sebagian milik 
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British Petroleum. Keberadaan platform ini dapat 
membahayakan pelayaran, sehingga diperlukan sarana bantu 
navigasi yang memadai. 
Keberadaan kabel laut di daerah ALKI II terletak sejajar dengan 
ALK dan berada di kedalaman yang aman. Di area ALKI II 
terdapat daerah pembuangan amunisi yang berjarak sekitar 11 
mil laut dari utara Selat Lombok, sehingga perlu diwaspadai 
terutama saat lego jangkar di daerah ini. ALKI II melewati 6 
daerah konservasi lingkungan maritim yang tersebar dari Laut 
Lombok sampai ke Selat Makassar. Keberadaan daerah 
konservasi laut ini cukup aman, kecuali taman laut dan cagar 
alam yang berada di Pulau Kalukuang yang berjarak sekitar 13 
mil laut. ALKI II juga melalui daerah penangkapan ikan nelayan 
yang berasal dari Bali, Lombok, Kalimantan Timur dan Sulawesi 
Tengah. Daerah ini merupakan penyebaran ikan cumi, sotong, 
dan ikan palagis kecil. Untuk itu penggambaran dan pemetaan 
daerah perlindungan lingkungan maritim perlu dilakukan. Selain 
itu perlu diatur langkah-langkah untuk menjaga, mengurangi, dan 
mengontrol pencemaran laut. 
3. ALKI III A, ALK ini berada di Laut Maluku, Laut Seram, Laut 
Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu. ALKI III A 
mengakomodasi jalur perdagangan internasional dari 
Australia bagian Barat ke Filipina, Jepang dan sebaliknya 
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melewati Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, 
Laut Maluku. Kondisi hidrografis di ALK ini antara lain: 
- Panjang Alur kurang lebih 1080 mil laut 
- Kedalaman lebih dari 1000 meter 
- Arus laut 0,5 – 1,0 knots 
- Kecepatan angin 15 knots 
- Tinggi gelombang 1,5 – 2,0 meter 
- Bahaya navigasi di sepanjang ALKI III A adalah 
kurangnya sarana bantu navigasi terutama di Kepulauan 
Tanimbar dan Kai. Selat Ombai merupakan selat yang 
biasa digunakan untuk migrasi ikan paus dan mamalia 
lainnya. 
ALKI III B, ALK ini berada di Laut Maluku, Laut Seram, Laut 
Banda, Selat Leti, dan Laut Timor. ALKI III B mengakomodasi 
jalur perdagangan internasional, khususnya tanker yang akan 
melintas dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia atau 
sebaliknya melalui Laut Timor, Selat Leti, Laut Banda (Barat Laut 
Buru), Laut Seram, Laut Maluku, Kepulauan Talaud. Kondisi 
hidrografi sepanjang ALK ini antara lain: 
- Panjang Alur Laut 840 mil laut 
- Kedalaman lebih dari 1000 meter 
- Arus 0,5 -  1,0 knots 
- Kecepatan angin 15 knots 
79 
 
- Tinggi gelombang 1,5 – 2,0 meter 
- Sepanjang ALK ini sangat membutuhkan sarana bantu 
navigasi 
ALKI III C, ALK ini melewati Laut Maluku, laut Seram, Laut 
Banda, Laut Arafuru. ALKI III C ini untuk mengakomodasikan 
pelayaran internasional dari Australia bagian Timur, Selandia 
Baru ke Samudera Pasifik melalui Selat Torres, atau sebaliknya 
melalui Selat Torres, Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Maluku. 
Kondisi hidrografi antara lain: 
- Panjang Alur Laut sekitar 980 mil 
- Kedalaman lebih dari 1000 meter 
- Arus 0,5 – 1,0 knots 
- Kecepatan angin 15 knots 
- Tinggi gelombang 1,5 – 2,0 meter 
Seluruh ALK ini masih memerlukan tambahan sarana bantu 
navigasi untuk keselamatan pelayaran. Terdapat pengeboran 
lepas pantai di sekitar Pulau Tanimbar yang berjarak sekitar 2 
mil laut milik Union Texas. Sepanjang ALK ini terdapat sekitar 6 
area konservasi lingkungan laut dalam bentuk taman laut 
terutama di sekitar Pulau Banda dan Kepulauan Kai. 
Penetapan ALKI akan mengakibatkan terjadinya peningkatan 
kepadatan lalu lintas pelayaran disuatu kawasan laut tertentu, dimana 
ALKI itu berada. Kepadatan lalu lintas pelayaran yang demikian ini 
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akan meningkatkan pula kemungkinan terjadinya tubrukan di laut 
disamping kecelakaan laut lainnya, yang pada gilirannya akan 
berdampak pada pencemaran lingkungan ataupun dapat 
menghalangi/menutup lalu lintas pelayaran pada ALKI tersebut. 
Tingkat bahaya pencemaran lingkungan ini akan semakin tinggi 
apabila kecelakaan laut tersebut dialami oleh kapal-kapal Super 
Tangker, kapal-kapal bertenaga Nuklir dan kapal-kapal yang 
mengangkut muatan nuklir/muatan berbahaya lainnya. Dari kondisi 
geografi dan hidrografi, maka tingkat kemungkinan terjadinya 
kecelakaan akan tinggi di ALKI I dan ALKI II. Hal ini karena pada ALKI 
I dan ALKI II terdapat banyak bagian perairan yang dangkal dan 
sempit, disamping padatnya lalu lintas pelayaran domestik di beberapa 
bagian tertentu seperti Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makassar 
bagian selatan. (Ferry, PLM dan pelayaran antar pulau). Mengalir dari 
hal-hal tersebut di atas, maka lintas ALKI kapal-kapal asing diatur 
sebagai berikut:67 
a. Kapal-kapal Super Tangker hanya diperbolehkan menggunakan 
ALKI I dan ALKI III. 
b. Kapal-kapal bertenaga nuklir dan bermuatan nuklir atau barang-
barang berbahaya lainnya dapat menggunakan ALKI I, II dan III 
dengan persyaratan tertentu. 
                                                          
67Forum Strategi TNI-AL ke empat Tahun 1991, Op. Cit. Hlm 55 – 56. 
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c. Kapal-kapal asing lainnya dapat menggunakan ALKI I, II dan III, 
kecuali bagi kapal-kapal yang memiliki draft lebih besar dari 18 
meter demi keselamatan navigasi hanya diperbolehkan 
menggunaka ALKI I dan ALKI III. 
d. Cara normal (normal mode), khususnya yang digunakan dalam 
pelayaran jenis kapal perang tertentu telah mengalami perubahan 
sejalan dengan perkembangan teknologi. Upaya untuk memaksa 
kapal selam asing berlayar di permukaan selama melintasi ALKI 
akan mempersulit negosiasi untuk memperoleh pengakuan 
internasional. Oleh karena itu, perlu dipilih alternatif tafsir yang 
paling tidak menguntungkan bagi pihak kita (Indonesia), dengan 
konsekuensi bahwa perlu investasi perangkat sensor bawah air. 
Kapal-kapal asing seperti battle group  dapat berlayar dalam 
formasi, sejauh tidak membahayakan keselamatan bernavigasi 
kapal-kapal lain. 
Pesawat udara yang berpangkalan di kapal (kapal induk) dapat 
melakukan penerbangan di atas ALKI (over flight) dengan 
pengecualian dari persyaratan “continous” dan “expeditous”. 
Pesawat udara militer (AL) asing yang melakukan penerbangan 
demikian itu tidak boleh mendarat di tempat lain kecuali di kapal 
yang sedang menggunakan hak lintas ALKI tersebut. Pesawat-
pesawat terbang asing lainnya yang melaksanakan over flight 
sesuai ketentuan yang ditetapkan. 
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2. Pengelolaan oleh otoritas 
Pasal 157 ayat 1 menjelaskan bahwa Otorita adalah 
organisasi yang melaluinya Negara-negara Peserta harus, sesuai 
dengan Bab ini, mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan di 
Kawasan, terutama dengan tujuan untuk mengelola kekayaan-
kekayaan di Kawasan. 
Dalam UNCLOS 1982, tidak ada pengaturan mengenai 
pengelolaan oleh otoritas di ALK, namun UNCLOS 1982 mengatur 
mengenai pengelolaan otoritas yang dilakukan pada kawasan, 
dimana dalam pasal 137 ayat 1 menjelaskan bahwa tidak satupun  
negara yang boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau 
hak-hak berdaulatnya atas bagian manapun dari kawasan atau 
kekayaan-kekayaannya, demikian pula tidak satu negara atau 
badan hukum atau peroranganpun boleh mengambil tindakan 
pemilikan terhadap bagian kawasan manapun. Tidak satupun 
tuntutan atau penyelenggaraan kedaulatan atau hak-hak berdaulat 
ataupun tindakan pemilikan yang demikian akan diakui. 
Mayor Ishaq Dj, S.H. mengatakan bahwa pengelolaan oleh 
otoritas dilakukan di laut lepas, sementara  di Alur Laut Kepulauan 
dilakukan pengawasan untuk menjaga kedaulatan negara itu 
sendiri. salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh RI 
terhadap ALKI yaitu dengan menempatkan radar diberbagai titik 
pantau strategis, salah satunya diletakkan di Tanjung Mangkalihat, 
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di Pulau Kalimantan. Kemudian TNI AL juga melakukan patroli di 
sekitar wilayah Alur Laut Kepulauan tersebut, dan apabila dalam 
patroli tersebut ditemukan ada kapal yang melenceng dari jalur 
ALKI, maka dengan saluran komunikasi akan diberi tahu bahwa 
kapal tersebut melenceng dari jalur yang ditetapkan oleh UNCLOS 
1982. 
IMSS merupakan suatu sistem pengawasan maritim yang 
terintegrasi antara Coastal Surveillance Station (CSS)atau stasiun 
pengawas di darat dengan sentra pengawasan lainnya. CSS 
terintegrasi dengan kapal perang indonesia (KRI), Regional 
Command Center (RCC) atau pusat pengendalian regional dan 
Fleet Command Center (FCC) atau pusat pengendalian armada. 
Fungsi IMSS adalah untuk kewaspadaan di bidang maritim 
(maritime domain awareness), yaitu mengamankan wilayah 
perairan Indonesia, khususnya yang berada di daerah yang padat 
untuk melintas kapal-kapal yang keluar masuk Selat Malaka (ALKI 
I) dan Selat Makassar (ALKI II), dan perairan wilayah Indonesia 
melalui KRI. Untuk kawasan Tanjung Mangkalihat, IMSS mulai 
difungsikan tahun 2010.68  
Wilayah sekitar ALKI itu sendiri dapat dimanfaatkan sebagai 
salah satu sumber perekonomian nasional dengan memanfaatkan 
                                                          
68
http://indo-defense.blogspot.com/2013/01/imss-radar-termutakhir-
pengawasan.html?m=1 diakses pukul 8.00 WITA Tanggal 27 Januari 2015 
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sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati yang ada di 
wilayah ALKI tersebut. Pengelolaan wilayah di sekitar ALKI harus 
dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia 
khususnya masyarakat yang berada di pulau sekitar wilayah ALKI. 
Selain memanfaatkan kekayaan alam yang ada di wilayah sekitar 
ALKI tersebut, Indonesia memiliki kewenangan untuk menjaga dan 
memelihara lingkungan laut tersebut. Bertepatan pada puncak 
acara peringatan Hari Nusantara 2014 di Pantai Siring Laut, 
Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Presiden bersama 
beberapa Menteri diantaranya Menteri Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi Menko Kemaritiman, Menteri Kelautan dan 
Perikanan, Sekertaris Kabinet, Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
Dalam acara puncak hari nusantara telah dilakukan 
penandatanganan kesepahaman tentang pengelolaan dan 
pemanfaatan ALKI oleh gubernur, Deklarasi menteri kelautan dan 
perikanan tentang gerakan memberantas Ilegal, Unregulated and 
Unreported (IUU) Fishing, pengelolaan sumber daya kelautan 
secara lestari dan berkelanjutan, Deklarasi Menteri riset, teknologi 
dan pendidikan tinggi tentang 1000 desa inovasi nelayan.69 
 
                                                          
69www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/15173/print. Diakses  
tanggal 17 Januari 2015  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Alur Laut 
Kepulauan Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 dan PP No. 37 Tahun 
2002, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Alur Laut Kepulauan adalah hak negara kepulauan untuk memberi 
hak lintas bagi kapal dan pesawat udara asing dalam 
melaksanakan hak lintas melalui alur laut kepulauan yang telah 
ditetapkan. Selain negara kepulauan yang memiliki hak untuk 
menjamin keselamatan bagi pelintas yang melintasi ALK, pelintas 
juga memiliki hak dan kewajiban jika melakukan lintasan di alur laut 
kepulauan tersebut. Namun dalam penetapan ALKI, belum ada 
peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang 
delik ataupun unsur-unsur pelanggaran termasuk sanksi yang 
dapat disangkakan bagi kapal dan pesawat udara yang melanggar 
dalam hal melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan. 
2. Pengelolaan otoritas hanya dilakukan di laut lepas, sementara  di 
Alur Laut Kepulauan dilakukan pengawasan untuk mengamankan 
wilayah perairan negara Republik Indonesia. Upaya pengawasan 
diantaranya Kementrian Pertahanan RI bersama TNI AL 
menempatkan radar yang dibeberapa titik strategis serta  
mengadakan patroli oleh TNI AL. 
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B. Saran 
Setelah mengadakan penelitian tentang Pelanggaran di Jalur ALKI 
ini, penulis memberikan saran sebagai berikut: 
1. Perlu adanya publikasi yang jelas mengenai Alur Laut Kepulauan 
Indonesia, baik di dunia Internasional maupun di negara Indonesia 
itu sendiri, karena menyangkut pertahanan keamanan wilayah laut 
NKRI. 
2. Dalam hal pengaturan wilayah perairan khususnya ALKI, selain 
UNCLOS 1982 dan PP No. 37 Tahun 2002, Indonesia sebaiknya 
melengkapi perundang-undangan terkait pelanggaran yang terjadi 
di kawasan ALKI tersebut, karena  tidak menutup kemungkinan di 
masa yang akan datang akan lebih banyak lagi pelanggaran yang 
terjadi di wilayah ALKI tersebut yang dapat merugikan Indonesia 
dan mengancam integritas dan stabilitas Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
3. Pengawasan yang dilakukan oleh kementrian pertahanan bersama 
TNI harus dilengkapi dengan sarana dan yang memadai, karena 
seperti yang kita ketahui bahwa perairan Indonesia cukup luas 
sementara sarana dan prasarana yang digunakan kurang 
memadai. Radar yang digunakan untuk mengawasi ALKI harus 
diawasi agar tidak terjadi penyadapan atau sabotase oleh negara 
yang tidak bertanggung jawab. 
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4. Pemanfaatan wilayah di sekitar ALKI sebisa mungkin dilakukan 
untuk kesejahteraan rakyat dan juga tetap memperhatikan 
pemeliharaan laut agar pengguna ALKI dapat merasa aman untuk 
melintas. 
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